
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA

NOMOR 7. TAHUN 2'26
IENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRA.'A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomorl6 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik
Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor
244, fambahan: l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang Undang Nomor 147 Tah]JJ] 2024 tentang Kabupaten Tana
Toraja di Provinsi Sulawesi Selatar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 72, Tambahan Lembarar Negara Republik lndonesia
Nomor 6205);

5. Peratural Menteri Dalarn Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penldik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraj.nan Masyar.akat
serta Perlindungan Masyaral<at (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O20 Nomor 548);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan polisi pamong praja dal
Kode Etik Polisi Pamong praja (Berita Negar-a Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 8OO);
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Menetapkan :

Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2023 tentaI.g
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Keda Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Tahun 2O24
Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLTSI PAMONG PRAJA
DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KRTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tala Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusarl
Pemerintahan yang menjadi Kewenangar Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja yarlg selanjutnya
disebut Perda adalah peratural perundang-undalgar yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Ra$at Daerah dengan

persetujuan bersama Bupati Tana Toraja.

6. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah

Peraturan Bupati Tara Toraja.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol

PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk
menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan

masyarakat.
8. Pof;i Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah

anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang

diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung
jawab dan wewenang sesuai dengarr peraturan perundang-

Lnd"t gat dalam penegakan Perda dan Perbup'

penyelenggaraan ketertiban umum daII ketenteraman serta

pelindungan masyarakat.
g. itandar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya

disebut S6p Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai

prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Perbup'

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat'

10. Kod; Etik Polisi Pamong Praja yang setanjutnya disebut Kode 
1

:J["","iffJi*iilffi ;fi.##*Hff 'ffi ffifr #
Pol PP Kabupaten Tana Toraja'
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11. Petugas Tindak Internal ya.rrg selanjutnya disingkat PTI

adalah Pol PP yang diberikan tugas dan tanggungiawab untuk
membantu pelaksanaal pembinaan, pengawasan internal
dan penegalan Kode Etik Pol PP Kabupaten Tana Toraja'

12. Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disebut MKE Pol PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang

dibentuk untuk melaksanakan penegakan Kode Etik Pol PP

Kabupaten Tana Toraja.

BAB II
SOP SATPOL PP

Pasal 2
Satpol PP dalam melaksalakan tugas, fungsi, dal wewen€mg
dilakukal secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu
kepada SOP Satpol PP.

Pasal 3
(1) Penyelenggaraal penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan

sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
a. SOP penegakan Perda; dan
b. SOP penegakan Perbup.

(2) Penyelenggaraan ketertiban umum dal ketenterarnan
masyarakat serta perlindungan masyarakat dilaksanakan
sesuai dengal SOP Satpol PP yang meliputi:
a. SOP deteksi dan cegah dini:
b. SOP pembinaan dan penl'uluhal;
c. SOP patroli;
d. SOP pengamalan;
e. SOP pengawalan;
f. SOP penertiban;
g. SOP operasi penertiban paksa; dan
h. SOP penangaran unjuk rasa dan kerusuhan massa.

(3) SOP Satpol PP sebaga.imana dimatsud pada ayat (1) dan ayat
(2) tercantum dalam Lampiran I yarrg merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

BAB III
KODE ETIK POL PP

Pasal 4
Pol PP wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melekat pada setiap diri anggota Satpol PP sesuai tugas,
fungsi, dan wewenang Satpol PP.

Pasal 5
Kode Etik Pol PP bertujuan:
a. sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupaa berbangsa dan

bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;
b. memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol pp

dalam pelaksanaar tugas, fungsi, dan wewenang;
c. mewujudkan Pol PP yalg profesional dan berintegritas dalam

t,
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melalsanatan tugas, fungsi dan wewenang; dan
d. mendukung suasana kerja yalg harmonis dan kondusif dalam

rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kinela Pol
PP.

Pasal 6
Kode Etik Po1 PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.

Pasal 7
Panca Wira Satya Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasat 6,
yaitu:
a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b. setia kepada Pemerintahar yang sall;
c. perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan

bangsa;
d. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan nilainilai budaya;

dan
e. patuh dan taat dalam melaksanakan, serta menegakkan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Kode Etik Pol PP sebagatnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)meliputi:
a. etika kepribadian;
b. etika berorganisasi;
c. etika bermasya.rakat; dan
d. etika berbangsa dan bemegara.

Pasal 9
Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a
meliputi:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nondiskriminasi;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun

golongan;
d. meningkatkar kualitas kompetensi pribadi;
e. bersikap jujur, humanis, adit, disipiin, berani, dan tanggung

jawab;
f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. menjaga keutuhan darl keharmonisal keluarga;
h. berpakaian rapi dan sopan;
i. tidak mengkonsumsi, mengedarkal, dal/atau menyalahgunakai

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
j. tidak menganut darr menyebarkan agama dan kepercayaar yang

dilarang oleh pemerintah;
k, tidat mempengaruhi/mematsa oralg lain untuk mengikuti darr

mempercayai agama dan kepercayaalnya;
l. tidak bersikap darl berperilaku yang dapat mencoreng citra dan ,

martabat Satpol PP; I
m. tidat< bergabung ke dalam komunitas virtuat dan/atau nonl

virtual yartg dilarang peraturan perundang-undangar;
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n. tidak membuat dal/atau menyebarluaskan konten pomografi

dan berita bohong/ hoaks;
o, menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun

orang lain; dan
p, tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara

berlebihan.

Pasal 10

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
meliputi:
a. bekefa sesuai dengal visi darl misi pemerintah daerah darl

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang
perundangan;

b. menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi di atas
kepentingaa pribadi atau golongan;

c. menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidal<
memberikan kesaksial palsu atau keteralgal yalg tidak bena-r;

d. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam
berorganisasi;

e. mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat daeral, dan
instalsi terkait untuk menegakkan Perda dan Perbup,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta
menyelenggarakal pelindungal masyaratat;

f. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungal
dengan pekerjaal secara hierarki;

g. menciptakan dan memelihara suasara kerja yalg kondusif;
h. bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksalakan
dengan penuh tanggun$ awab;

i. menjunjung tinggi motto praja wibawa;
j. tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut

serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau
gratifikasi;

k. menyebarluaskan informasi ya{rg benar tentang Satpol PP dan
institusi terkait;

I. melaksalalal perintah kedinasan yang merupakan tugas,
fungsi, dan tanggung jawab serta wewenangnya;

m. tidal menyalahgunakan kewenangan dalam melal<sanakan
tugas kedinasal serta tidak melakukan pungutan liar saat
melakukan operasi;

n. melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan dari
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

o. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Pasal 11
Etika bermasyarakat sebagaimana dimat<sud dalam pasal 8 huruf
c meliputi:
a. menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa tentram bagi

masyarakat;
b. menjunjung tinggi norma agarna, norma sosial dan adat istiadat

yang hidup dan berkembang di masyarakat:

I
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c. menghormati dan menjaga kerukunan masyarakat;
d. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang

telah ditetapkan;
e. melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya

layanan oleh masyarakat, dengan tetap mengedepankal sikap
humanis, persuasif, tegas, dan tidak menggunakan kekerasan;

f. tidak mencari kesalahai masyarakat saat melakukan operasi;
g. tidak mempersulit masyaiakat yang membutuhkan

pelindungan, pengayoman, darr pelayanan; dan
h. tidak merugikan orang lain baik materiil dan imateriil dengan

cara melakukan penipuan melalui media sosial.

BAB IV
PII DAN MKE POL PP

Pasal 13
Dalam menegakkan Kode Etik Pol PP, Kepala Satpol PP dibantu oleh
PrI dan MKE Pol PP.

Bagian Kesatu
Pfl

Paragraf 1

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 14

(1) Dalarn pelaksalaan pembinaan, pengawasan internal dan
penegakan Kode Etik pol pp, Kepala Satpol pp dibantu oleh pTl 

.

(2) PTI sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat
Pengawas/JFT Pol PP Ahli Muda/ppNs pangkat tertinggi
selaku komandan dan JFU/JF-I palgkat tertinggi di bawal
komandan selaku wakil komandan.

(3) Anggota Pfl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
JFU/JFT pa.ling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pol
PP.

I

Pasal 12

Etika berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf d meliputi:
a. turut serta memelihara rasa persatuan darr kesatuan bangsa

Indonesia;
b. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi atau kelompok dan/atau golongan;
c. menghormati dan menjunjung tinggi toleralsi keberagamal

suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai budaya di Indonesia;
d. menanamkan pemahamai terhadap ideologi dan wawasan

kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

e. tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan
untuk mengganggu, menentang, atau mengubah Palcasila dan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
dan

f. tidak terlibat dalarn geralan atau orgaaisasi yang bertujuan
untuk menentang pemerintahan yang sah,
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(4) PfI sebagairnana dimalsud pada ayat
mempunyai syarat :

a. PNS pada Satpol PP;

b. disiplin;

c. beretika; dal
d. sehat jasmani dan rohani.

(1) paling sedikit

Patagraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 15
(1) P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:

a. membantu kepala Satpol PP dalam pengawasan,
pembinaan darr penegatan Kode Etik Pol PP;

b. melakukan proses pemeriksaan pendahuluan atas dugaan
pelanggaran dalam bentuk berita acara pemeriksaal;

c. membuat dan menyampaikan laporan pemeriksaan
penda.huluan atas dugaa.n pelanggaral Kode Etik Pol PP
kepada kepala Satpol PP;

d. melakukan pelaporan dal evaluasi terhadap pengawasan,
pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP; dan

e. tugas lain yang diperintahkan oleh kepala Satpol PP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undalgan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PII berwenang melakukan pembinaan, pengawasan,
pemeriksaan serta menghadirkan pelanggar Kode Etik PoI PP.

(3) Dalam melaksanakan tugas daII kewenangannya PII tidak
diperbolehkan melakukan penalgkapal dan penal.alal.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai PII ditetapkan oleh kepala
Satpol PP.

Bagial Kedua
MKE

PaJagraf 1

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 16
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya membentuk MKE Pol

PP.
(2) Pembentukan MKE Pot PP dapat didelegasikan kepada Kepala

Satpol PP sesuai dengan kewenangamya.
(3) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pot PP dilakukan

oleh pejabat tinggi pratama dan/atau terdapat konfuk
kepentingan, pembentukan MKE Pol PP tidak dapat
didelegasikan.

(4) Format pembentukan MKE Pol PP sebagaimara dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran lI yarrg merupalal
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I 7
Keanggotaan MKE Pol PP berjumlah ganjil dengan paling sedikit
terdiri atas 3 (tiga) orang dan paling balyak terdiri atas 5 (lima)I
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orang dengan susunan:
a. sekretaris Satpol PP sebagai ketua merangkap anggota;
b. kepala sub bagiar yang membidangi kepegawaian pada Satpol

PP sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang sebagai kepala bidang pada

Satpol PP sebagai anggota.

Pasal 18

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan oleh
pejabat tinggi pratama, keanggotaan MKE Pol PP berjumlah ganjil
dengan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang dan paling banyak
terdiri atas 5 (lima) orang dengan susunar:
a. sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur asisten pada sekretariat

daerah yang mengoordinasikan perangkat daerah yarlg
membidangi kepegawaian sebagai sekr:etaiis merangkap
anggota; dan

c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur
perangkat daerah yang membidalgi kepegawaian dan
pengawasan sebagai anggota.

Pasal 19

Jabatan ketua MKE Pol PP tidak boleh lebih rendah darijabatan Pol
PP yang diperiksa.

Pasal 20

Anggota MKE Pol PP mememiliki kriteria:
a. tidak menjadi Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode

Etik Pol PP;

b. tidak pemah mendapatkal sanksi pel.rnggaran Kode Etik Pol
PP, hukuman disiplin, atau sanksi pidana; dan

c. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pol PP yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21
MKE Pol PP bertugas:
a. melal<ukan sidang pelanggaran Kode Etik Pol Pp;
b. memanggil dan memeriksa Pol PP yang diduga melakukan

pelalggaral Kode Etik Pol PP;
c. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang

dipandarg perlu;
d. mendengarkan pembelaan diri dari Pot PP yang diduga

melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PPi
e. menetapkan keputusan setelah memeriksa Pol pp yang diduga

melakukan pelalggaJan Kode Etik Pol PP;
f. memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja jika

menemukan indikasi pelanggaran Kode Etik pol pp; dan
I



g. menlusun laporan hasil penanganan dugaal pelalggaral Kode
Etik Pol PP.

BAE} V
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

Pasaf 22
(1) Dugaan pelanggaran Kode Etik Pot PP diperoleh dari laporan

pengaduan secara lisan maupun tertulis, baik secara langsung
maupun tidak langsung oleh aparatur sipil negara di
lingkungan Pemerintah Daerah, pihak lain, dal atau
masyarakat yang berasal dari berbagai sarana pengadual
pemerintahan daerah yang selanjutnya diteruskan kepada
Satpol PP.

(2) Penerimaar laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP sebagaimana dimal(sud pada ayat (1) dilatsalakan oleh
unit layanan pengaduan yang ada di Satpol PP untuk dapat
diproses lebih lanjut.

(3) Dalam hal unit layanan pengaduan yang ada di Satpol PP
belum terbentuk, penerimaan laporan pengaduan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP dilaksanakal oleh sekretariat
yang ada di Satpol PP.

(4) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. jenis dugaan pelalggaran Kode Etik Pol PP;
b. identitas pihak ya-ng melaporkan dugaan pelanggaran Kode

Etik Pol PP;
c. nama dan jabatan Pol PP yang diduga melakukan

pelanggaran Kode Etik Pol PP;
d. bukti/dokumen pendukung dan/atau saksi yang

mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik pol
PP; dan

e. waktu dan tempat kejadian.

Pasal 23
(1) Setiap laporar pengaduar dugaan pelanggaran Kode Etik pol

PP ditindallanjuti oleh kepala Satpol PP.
(2) Dalam menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana

dimatsud pada ayat (1), kepala Satpol pp menugaskan pTI
untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dugaal
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

(3) Penugasan kepada PII sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkal surat penugasan yang diterbitkal
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh
unit layanan pengaduan Satpol PP.

Pasal24
(1) Setelal menerima penugasan sebagaimala dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (3), PTI melakukan pemeriksaan pendahuluan
terhadap dugaan pelalggarar Kode Etik pol pp.

(2) Hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaai

I
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(3)

(1)

\2\

penda}.uluan dan disampaikan kepada kepala Satpol PP paling

tambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan'

Format berita acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Larnpiran III yang

merupaka! bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 25
Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan

sebagaimala dimaksud dalam Pasal 24 ay^t (2) tidak
ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP, kepala

Satpol PP menyampaikan kepada pihak yang melaporkan

dugaan pelalggaran Kode Etik Pol PP secara tertulis.
Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dima-ksud dalarn Pasal 24 ayal (21 ditemukal
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP, dilakukan pembentukan

MKE Pol PP.

MKE Pol PP sebagaimara dimaksud pada ayat (2) dibentuk
palirg larnbat 3 (tiga) hari kerja.

(3)

Pasal 26
(1) Datan hal dugaan pelarrggaran Kode Etik Po1 PP dilakukar

oleh pejabat tinggi pratama, Bupati sesuai dengan
kewenangarnya menugaskal kepa.la perangkat daerah yalg
membidangi kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan
pendahuluan.

{2) Penugasan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi
kepegawaian sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkal surat penugasan yang ditetapkan paling lambat
2 (dua) hari ke{a sejak diterimalya lapora-n dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

(3) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP

berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibentuk MKE Pol PP.

(4) Dalarn hal tidak ditemukal dugaan pelanggaral Kode Etik Pol
PP berdasarkal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala perangkat daerah yalg
membidangi kepegawaian melaporkan kepada Bupati serta
menyampaikal kepada pihak yang melaporkan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

(5) MKE Pol PP sebagaimara dimaksud pada ayat (3) dibentuk
paling lambat 3 (tiga) had kela sejak penerimaan laporan
pengaduan.

Pasal 27
(l) MKE Pol PP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaral

Kode Etik Pol PP pada persidangan paling lambat 5 (lima) hari
keda setelah dibentuk.

(2) Dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode
Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKE Pol PP
menerapkan asas praduga tak bersalah.

(3) Pemeriksaan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
I
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bersifat rahasia, tertutup dan dipimpin oleh ketua MKE Pol PP.

(4) Sehetaris MKE Pol PP mencatat dan mengarsipkan hasil
jalannya persidangan MKE Pol PP.

Pasal 28
(1) Dalam persidangan MKE Pol PP melakukan pemeriksaan

terhadap:
a. saksi;
b. Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatan pelanggaran

Kode Etik Pol PP: dan/atau
c. dokumen atau alat bukti lainnya.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a merupakan
pihak yang mengetahui, mendengar, melihat, dan/atau
melaporkan dugaan perbuatan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Pasal 29
(1) Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatan pelanggaran

Kode Etik Pol PP berhak mengajukan pembelaan did dan saksi
yang meringankan.

(2) MKE Pol PP mempertimbangkal untuk menerima atau
menolak saksi yang meringankan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 30

(1) Dalam melakukan persidangan sebagaimana dimaksud da_lam
Pasal 27, MKE Pol PP melakukan pemanggilan secara tertulis
kepada Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
Pol PP paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum persidangan.

(2) Dalam hal Pol PP yang diduga melakul<an pelanggaran Kode
Etik Pol PP tidal memenuhi pemanggilan persidangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemalggilan
kedua secara tertulis dalam v/aldu paling lama 1 (satu) hari
ke{a sejak tanggal yang bersangkutan seharusnya diperiksa
pada pemanggilan pertama.

(3) Dalarn hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP tida-k memenuhi pemanggila, kedua, MKE pol pp
melakukan persidangan dengan memeriksa pengaduan,
temuan atau laporan berdasarkar alat bukti dan keterangan
yang ada.

(a) Dalam ha.l Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pot PP tidak memenuhi pemanggilan kedua, MKE Pol PP
memeriksa dafi memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Pol
PP tanpa kehadiran Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

(5) Format surat pemanggilan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam I-ampiran IV yallg merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa.l 31

Format tata cara persidangan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 tercantum dalam l,ampirai V yalg merupakan I
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(1) Keputusan
mufakat.

Pasal 32

MKE Pol PP ditetapkan secara musyawarah

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) tidak tercapai, keputusan ditetapkan dengan suara
terbanyak.

(3) Keputusan MKE Pol PP bersifat final dan mengikat.

{4) MKE Pol PP harus membuat keputusan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak dimulai persidangan.

(5) Keputusan MKE Pol PP paling sedikit memuat pernyataan:
a. Pol PP yang diduga melalrukan pelanggaran Kode Etik Pol

PP terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Po1 PP

dengan mencantumkan ketentuan mengenai jenis Kode
Etik Pol PP yang dilanggar dan bentuk sanksi yang
dijatuhkan; atau

b. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol
PP tidat terbukti melakukal pelalggaral Kode Etik Pol
PP dal pemulihan nama baik Pol PP.

(6) Keputusan MKE Pol PP dibacakan di persidangan yang dihadiri
oleh Pol PP yalg diduga melakukan pelalggaral Kode Etik Pol
PP.

(7) Da.lam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP tidak hadir, keputusan MKE Pol PP tetap dibacakan
dalam persidangan.

(8) Format keputusan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1) MKE Pol PP menyampaika-n Salinan keputusarr hasil
persidangan kepada:
a. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol

PP; dan
b. Bupati Tara Toraja melalui kepala Satpol PP sesuai

dengan kewenangannya sebagai dasar penetapan sanksi
kepada Pol PP.

(2) Penyampaian salinan keputusan hasil persidangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pating larna 1

(satu) hari kerja sejak pembacaan keputusan.
(3) Salinan keputusan sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

dilegalisasi oleh sekretaris MKE Pol PP.

Pasal 34

(1) Bupati menetapkan sanksi kepada Pol PP berdasarkan
keputusan MKE Pol PP paling larnbat 3 (tiga) hari kerja sejak
keputusan MKE Pol PP diterima.

(2) Penetapan sanksi sebagairna.rra ayat (1) dapat didelegasikan
oleh Bupati kepada kepala Satpol PP.

t,
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{3) Dalam ha1 penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijatuhkan terhadap pejabat tinggi pratama, penetapan
sanksi tidak dapat didelegasikan.

(4) Keputusan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) disampaikan kepada:
a. Pol PP yang bersangkutan; dan
b. pejabat pembina kepegawaial di daerah.

(5) Format keputusan penetapan sanksi sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

(i) Pol PP yang tidak terbu.ldi melakukan p€langgaran Kode Etik
Pol PP berdasarkan keputusan MKE Pol PP dipulihkar nama
baiknya.

(2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diumumkan secara terbuka pada saat upacara bendera atau
forum resmi Satpol PP dan papan pengumum.in.

Pasal 36

(l) Kepala Satpol PP dapat menginformasikan hasil keputusan
pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada pihak yang melaporkan
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

(2) Dalam ha1 pelanggaran Kode Etik Pot PP dilakukan pejabat
tirtggi pratama, Bupati sesuai dengal kewenangannya
menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi
kepegawaian untuk menginformasikan kepada pihak yang
melaporkan kode etik Pol PP.

BAEI IV
SANKSI PELANGGARAN KODE gTIK SATPOL PP

Pasal 37

Pol PP yang melakukan pelalggaran Kode Etik Pol PP dikenakan
sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan.

Pasal 38

( 1 ) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa:
a. pernyataan permohonan maaf secara lisan; dan/atau
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis.

(2) Pernyataan permohonan maa-f sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dibacakan/diumumkan secara tertutup atau
terbuka.

(3) Pemyataan permohonan maaf yang dibacakan/ diumumkan
secara tertutup hanya diketahui oleh Pol PP yang
bersangkutan, anggota MKE Pol PP, pejabat yang berwenang
dan pejabat pembina kepegawaian.

(4) Pernyataan permohonan maaf yang dibacakan/ diumumkan
secara terbuka dapat disampaikan melalui:
a. upacara bendera;
b. forum resmi Satpol PP;

I



Pasal 39

Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

meliputi:
a. nembersihkan lingkungan kantor selama 3 (tiga) hari kerJa

berturut-turut;
b. melaksanakan piket selama 3 (tiga) hari keda berturut-turut;

dan/atau
c. pembinaan jasmani dan roharli'

Pasal 40

(1) Pelaksanaal sanksi moral dan/atau tindakan pembinaal
'' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39

aUlirt<an oleh Pol PP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

keputusan penetapan sanksi dan dituangkan dalam berita

acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP'

(2) ;;;^i berita acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP

'-' 
""b^gai-*" 

dimalsud pada ayat (1)- tercantum d"lam

Lamtiran VIII yang merupakan bagiar tidak terpisahkan darl
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c, papan pengumuman;
d. media massal dar]./ atal)
e. forum lainnya.

Peraturan Bupati rm.

Pasal 41

BAB VIII
PENDANAAN

Selain diberikan sanksi moral dan/atau tindakan ne1lin1an
.ebaeaimana dimaksud dalam Pasal 37' Pol PP yang melaxr'rKan

,"i*i**rrr 
^"O" 

Etik Pol PP dapat direkomendasikan oleh Mf(E

F.i piT.*t a 
"nkan 

pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran

ai"ipii" """".i 
dengar kltentuan peraturan perundang undangan'

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SOP

Satpol PP dan Kode etik Pol PP'

(1)

Pasal 43

Pendanaar pelaksanaar SOP Satpol PP dan Kode Elk 3]-l:
dibebankan pada anggaran pendaPatan darl belanJa daeran

f"U"p.,* fLa ro.aja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundalg-undangan
i..,aur,^ui pelaksanaan pembinaan darl pengawasan SoP

;;,p.1 PP ilK;de Etik P;l PP sebasaimana dimaksud dalam

i""i oz aiu.r.*an pada anggaran pendapatan din belalj: I
nesara dan arlggaran pendapatan dan belanja daerafl prounsl ,'
:i=;;il ffi*rJ,",' au'' u'ru''1' aaerah l(abupaten rana '
il*j. -;"""i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

t2)
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BAEI Ix
KRTENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundalga!
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Tarta Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tarrggal l? Plct ZdG

B RAJAI
ZAD MBEG

Makale

I

Di
pada 15 \ki tozc

S DAERAH KABUPATEN TANA TOR.A"IA,

BERITA KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUNI,&NOMOR :I.

RUDHY LOLO
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR .?. TAHUN lA)4
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE
ETIK POLISI PAMONG PRAJA

SOP SATPOL PP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan tugas
menegakkal Perda dan Perbup, menyelenggaralan keterliban umum dan
ketentraman serta menyelenggarakal perlindungan masyarakat. Dalarn
pelaksalaan tugas Satpol PP tersebut sangat dirnungkinkal adanya
intera-ksi langsung dengan aparatur sipil negara lainnya, masyarakat,
maupun pihak lainnya.

Dalam rangka mewujudkar pelaksarraan tugas Satpol PP yang
dilakukarl secara baik darr benar, diperlukan pedoman pelaksarlaarr tugas
dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kabupaten Tana
Toraja sebagai petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka
menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyaral<at serta menyelenggarakan perlindungai
masyarakat. Berpedoman pada pedoman tersebut diharapkar pelaksanaan
tugas Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur standar operasional prosedur Satpol
PP.

Mempedomaii ketentuan sebagaimala diatur Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode
Etik Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Peraturan Bupati Taia Toraja
tentang Standar Operasional Prosedur Satual Polisi Pamong Praja darr Kode
Etik Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Toraja.

Anggota Satpol PP juga harus mampu menjaga citra dan marwah
Satpol PP ketika berinteralsi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan
tugasnya melalui sikap, perilaku dal perbuatan yarg baik dal benar.
Untuk itu diperlukal pedoman norma atau aturan moral secara tertulis
dalam pelal<sanaan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan
sehari-hari seorang Pol PP dalam bentuk Kode EtiK Pol PP.

Satpol PP Kabupaten Tana Toraja dalam pelaksalaan tugas pokok
dal fungsinya perlu dibekali pedoman kerja yang penting untuk dituangkan
ke dalam Peraturan Bupati Tana Tora-ia sebagai acuan dan pedoman dalam
koridor Staldar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode
Etik Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Toraja sebagai implementasi
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16
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Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong

Praja darl Kode Etik Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tana Toraja.

B. Maksud dan Tujual
Pengaturan SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP ke dalam Peraturan Bupati
ini dimal<sudkal untuk :

1. memberikan pedomai dan batasan bagi anggota Satpol PP Kabupaten
Tana Toraja dalam pelal<sanaart tugas, fungsi, dal wewenang;

2. mendukung peningkatan integritas, kualitas, profesionalitas dal
akuntabiLitas kinerja anggota Satpol PP Kabupaten Tana Toraja; darl

3. meningkatkan kualitas pelayanan dalam penegakan Perda dan Perbup
serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterarnan Masyarakat
serta menyelenggarakan perlindungal masyaJakat oleh Satpol PP

Kabupaten Tana Toraja.

Tujuan diaturnya SOP Satpol PP dalr Kode Etik Pol PP Kabupaten Tana
Toraja dalam Peraturan Bupati ini yaitu urtuk :

1. mewujudkan Pol PP yarlg profesional dan berintegritas dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang;

2. rr.enjaga martabat dan kehormatan ASN pada Satpol PP Kabupaten
Tana Toraja;

3. menciptakan ketertiban dan menjamin akuntabilitas Satpol PP

Kabupaten Tala Toraja dalam peLaksalaal tugas, wewenang dan
tanggung jawab;

4. mencegah tedadinya penyalahgunaan wewenarg;
5. menciptakan kepastial hukum;
6. memberikan perlindungal hukum kepada warga masyarakat dan

anggota Satpol PP Kabupaten Tana Toraja; da'rr

7. memberikan pelayalal yang sebaik-bailmya kepada warga
masyarakat.

C. Dasar Hukum
1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O26 tentang Penyesuaian Pidana.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahurr 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja.

4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2l TaIun 20 1 8 tentang Standar
Teknis Mutu LayanaIl Dasar Sub Urusal Ketenteraman, Ketertiban
Umum di Provinsi dan Kab/Kota.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Talun 2O19 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasaraia
Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi
Pamong Praja.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O2O ter'tal],g
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta
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Perlindungan Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Talun 2022 tel]ta'l'g

Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik
Polisi Parnong Praja,

lo.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2O14 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

l l.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukar dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daeral Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubalan Atas Peraturan Daera-h Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

l2.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 2l Tahun 2023 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, T\rgas Dafr F\rngsi serta Tata Kerja
Satuarr Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

D. Ketentuan Umum
1. Mempunyai Landasan Hukum, merupakan setiap kegiatan yang

dilakukan Satpol PP Kabupaten Tana Toraja dalam penegakan Perda
dal Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat
didukung dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta
pelaksanaartugas, fungsi, dan wewenang Satpol pp sesuai dengar
standar operasional prosedur dan tetap mengedepanka! asas kode etik
profesi.

2. Tidak Melarrggar HAM, merupakan setiap kegiatan yang dilakukan
Satpol PP Kabupaten Tana Toraja dalam penegakan Perda dan perbup,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat senartiasa dilakukar
dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar hal< asasi manusia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dilaksanakan sesuai prosedur, merupakan setiap kegiatan yarrg
dilakukaa Satpol PP Kabupaten Tana Toraja dalam penegakarr Perda
dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta menyelenggarakar perlindungan masyarakat
dilalukan sesuai dengan petunjuk tertulis yang telah ditetapkan
sebagai standar operasional prosedur Satpol PP.

4. Tidak menimbulkan korban dan/atau kerugian pada piha-k manapun,
merupalan dalam pelaksanaar tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP
selalu berpedoman kepada standar operasional prosedur yang berlaku
sehingga tidak menimblrlkan korban/kerugian pihak manapun.

5. Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan,
merupakan kewajiban setiap anggota Satpol PP dalam melaksanal<an
penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
sertamenyelenggarakan perlindungan masyarakat untuk selalu
memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya serta mempedomani
peraturan tertulis yang memuat norrna-norma hukum yang mengikat
secara umum.
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6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, merupakan

kemampuan setiap anggota Satpol PP dalam

menyampaikan informasi, gagasan ataupun pesal kepada seluruh

pihak secara sopan, mudai dipahani, tidak mengabaikarr kepentingarr

pihak lain, dan tidak menimbulkan rasa antipati pihak lain'
7. Dilengkapi dengan kendaraan operasional sesuai ketentuan, dalarn

setiap kegiatan penegalan Perda dal Perbup yang dilaksanakar
arggota Satpol PP serta penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenterarnan masyarakat serta menyelenggaralan perlindungan

masyarakat dapat menggunalan kendaraan operasional Satpol PP

sesuai kebutuhan sebagaimala diatur dalam ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.
8. Menggunatal perlengkapal operasional sesuai ketentuan, merupakan

setiap kegiatan yang dilalsanakal alggota Satpol PP dalam penegakan

Perda dal Perbup dalam penyelenggaraan ketertibart umum dan

ketenteraman masyarakat serta menyelenggaral<an
perlindungan masyarakat senantiasa dilengkapi dengan perlengkapan

operasional Satpol PP sesuai kebutuhan sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundaig undangar yartg berlaku.

9. Menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan, merupatan kewajiba-n

seh.rruh anggota Pol PP dalam pelaksalaan tugas-tugas, fungsi dan
wewenEmg dengan menggunakan pakaial dinas Satpol PP

sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undalgan yang
berlaku.

10. Memiliki kemampuar berkoordinasi dengan instalsi terkait,
merupakan kemampual dalarn melakukan koordinasi dal komunikasi
anta.r instansi pemerintahan dan lembaga terkait lainnya yang ada di
wilayah Kabupaten TaIa Toraja untuk menyelesaikar permasalahan
yang timbul untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenang Satpol PP.

I 1. Memiliki kompetensi Pol PP, merupalan PoI PP memiliki kemampual
darr kapasitas ke4a yang dilandasi oleh keterampilan, pengetahuan
serta sikap kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam
penegakal Perda dal Perbup dalam penyelenggaraal ketertiban
umum dan ketenteraman masyaralat serta menyelenggarakan
perlindungan masyarakat sesuai dengal standar operasional prosedur
dengan mengedepankan Kode Etik Pol PP.

E. Ruang Lingkup
l. SOP Satpol PP

a) SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan
SOP Generik (Umum) berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya
yang relatif memiliki kesamaar baik dari kegiatan yang diSOP-kan
maupun dari tahapan kegiatan dan pelaksananya. Variasi SoP yang
ada hanya disebabkan perbedaan lokasi SOP itu diterapkan,

b) Format SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
adalah format tahapan berurutan (Hierarchical Step), dimana
langkahJangkah yang telah diidentilikasi dijabarkan ke dalam sub
sub lartgkai secara lerperinci.

c) Petunjuk tekris dari SOP Satpol PP yang diatur
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ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Petunjuk teknis tersebut
mempakan penjabaran secaJa lebih rinci dari setiap tahapan SOP

Satpol PP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati irti.
Penjabaran secara rinci tersebut termasuk dalam hal penerapal
format SOP Administrasi Pemerintahal menggunaka-n format
Diagram Alir Bercabalg (Branching Flowcharts) sesuai ketentuan
Pedomar PenJrusunan SOP Administrasi Pemerintahan, ataupun
penJrusunan SOP pendukung yang sifatnya lebih telo:ris, mikro, Iinal
dar/atau spesifik.

d) Ruang lingkup SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
secara umum meliputi: SOP pada Satpol PP,
rualg lingkup masing-masing SOP, ketentuan umum, uraian
prosedur meliputi tahap persiapan, pelaksanaal, dan pelaporal,
keterkaitan dengan SOP lain, serta kendaraan dai perlengkapan
operasional.

2. Kode Etik Pol PP
Ruang lingkup Kode Etik Pol PP yang diatur dalam Peraturan Bupati
ini secara umum meliputi : ketentuan umum, Kode Etik Pol PP, masing-
masing etika profesi yang harus dipedomani arggota Pol PP, Majelis Kode
Etik, tahapan di dalam ketentuan yang diatur terkait MKE Pol PP mulai
dari persiapaa, pemanggilan saksi, pengambilan keputusar hingga
penetapan salksi serta hal-hal terkait lainnya yalg diatur di dalam
Peraturan Bupati ini.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

A. SOP Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisial
1. Ruang Lingkup

a. Melakukal pengarahan kepada masyarakat, kelompok dan badan
hukum yang melalggar Perda;

b. Melakul<an pembinaal dan atau sosialisasi kepada masyarakat,
kelompok dan badar Hukum; dan

c. Preventif Non Yustisial.

2.Uraian Prosedur
Prosedur dilaksanakal melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dajr
pelaporan.
a. Persiapan

Tahap persiapan antara lain :

1) Pen5rusunan Kera-ngka Acuan Kerja dan rencana arggaran
biaya;
2) Penlrusunan ta}laparl penegalan Perda dan jadwal kegiatan;
3) Pengidentifi kasian pelarggar Perda;
4) Penerbitan Surat Perintah Tugas, dan
5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait

serta aparat keamanan.
b. Pelaksanaan

Tahap pelaksalaan antara lain melal<ukan pengarahan, pembinaan
dal/ atau sosialisasi serta penindakan non ).ustisial.
1) Pengarahan
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Pengarahan diberikan kepada masyaralat, kelompok, dan
badan hukum agar mentaati dan mematuhi Perda.

2) Pembinaan dan/atau Sosialisasi.
Pembinaal dan/atau sosialisasi dila|-ukan dengar cara
pendekatan kepada masyaJakat, kelompok, darl badan hukum
yalg melanggar Perda. Pembinaan dan/atau sosialisasi
dilakukan melalui :

a) Pembinaal perorangar, ditakukal dengan cara mendatangi
masyarakat, kelompok, dal badal hukum yang melalggar
Perda untuk diberitahu serta diberikan pengarahan darr
pembinaal arti pentingnya kesada-ran darl kepatuhan
terhadap Perda; dan/ atau

b) Pembinaan kelompok, dilakukan dengal cara mengundang/
mengumpulkal masyaratat, kelompok, dart badan hukum
yang melanggar Perda untuk diberikar pengaralan dan
pembinaan terhadap arti pentingnya kesadaran dan
kepatuhan terhadap Perda.

3) Penirldakarl Non Yustisial
Penindatar non lrrstisial dilakukan oleh Satpol PP dalam
rangka pencegahal/ preventil dengan cara :

a) Terhadap masyarakat, kelompok, darr badan hukum yalg
melakukan pelanggaran Perda diwajibkan untuk menarlda
tangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan
mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dalam waktu
7 (tujuh) hari ke{a terhitung sejak penandatanganal Surat
Pernyataan. Selama masa tersebut, Satpol PP melakuka!
pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat, kelompok, dan
badan hukum terhadap pelaksanaan Surat Pernyataan;

b) Apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum tidak
melal<sanakal dalr atau mengingkari Surat Pernyataan, maka
Satpol PP akan memberikafr:
(1) Surat Peringatan Pertama, dengan tenggang waktu 3 (tiga)

hari.
(2) Surat Peringatan Kedua, dengal tenggang waktu 2 (dua)

hari.
(3) Surat Peringatan Ketiga, dengan tenggang wa-Idu 1 (satul

hari.

c)Masyarakat, kelompok, dan badarr hukum yang tidak
melaksanakaa dan/atau mengingkari Surat Peringatar
tersebut, Satpol PP menerapkan sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d)Satpol PP sebelum menerapkan sanksi sebagaimana
dimalsud
dalam huruf c dapat melakukan koordinasi dengan Bagian
Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

c. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penegakan Perda
nonJrustisial selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui
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hasil kegiatal yarg ditandatangani oleh kepala Satpol PP dan
disampaikan kepada Bupati. Laporan yalg telah
ditaldatalgani kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem lnformasi
Pelaporan (SlP) Satpol PP.

3. Keterkaitan
SOP Penegakan Perda Non Yustisial terkait dengan SOP Penegalan
Perda Yustisial, SOP Penegakan Perbup, SOP Pembinazrn dan
Penyuluhan, SOP Patroli, SOP Penertiban dan SOP Operasi Penertibart

Paksa.

4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan.

B. SOP Penegalan Peraturan Daerah Yustisial
1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penegakan Perda Yustisial Pada prinsipnya sarana
dengan penegakan Perda nonlrustisial dengan penanbahan lingkup
penindakan l,ustisial oleh PPNS.

2 - Utaran Prosedui
Prosedur penegakan Perda Yustisial pada prinsipnya sama dengan
penegakal Perda Non Yustisial dengan penalarbahan prosedur pada

saat dilakukan pertindakan yustisia-l yang ditakukan oleh PPNS pada

talap pelaksanaanlya. Peninda-kan y'ustisial dilakukari apabila
masyarakat, kelompok, dan badal hukum tetap tidak melaksanakan
dan atau mengingkari Surat Pernyataan maupun Surat Peringatan dan
Satpol PP telah melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses

sesuai peraturan perundalg undangan yang berlaku.
a. Persiapal

Tahap persiapan antara lain :

1) Penlrusunan tahapan penegakan Perda lrrstisial dan jadwal
kegiatan;

2) Pengidentifikasian pelanggar Perda;
3) Penerbitan Surat Perintah Tugas, dan
4) Pembentukan tim terpadu (Satpol PP, perargkat daerair

pengampu Peraturar Daerah, kepolisian selaku Korwas PPNS,

kejaksaan, pengadilan).

b. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan artara meliputi penyelidikan, penyidikan,
pemeriksaan, pemanggilan, serta proses persidangan.

1) Penyelidikan
a) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 257 Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas
kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk
melakukan penyelidikan dalam ralgkaian proses penyidikan
yang dilakukan;

b) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Perda
Ketentiaman Masyarakat dan Ketertiban Umum dapat
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menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan
untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup'undang_
undang yang menjadi dasar hukumnya yukni ne..tu.oo
Daerah;

c) Dalam hal tertentu ppNS bila membutuhkar kegiatan
penyelidikan, dapat pula meminta bantuarr penyelidik polri.

2) Penyidikaa
a) Dilatsaaakal oleh ppNS setelah diketahui baiwa suatu

peristiwa yang tedadi merupakan pelanggaran perda yang
termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan
undalg-undaag yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah
kerjalya. Pelanggaran ketentuar perda dapat diketahui dari
laporan yang diterima dari setiap oralg maupun petugas,
tertangkap tangan oleh masyara_kat, maupun diketahui
langsung oleh PpNS;

b) Dalam hal terjadi pelanggaran perda baik melalui laporan,
tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh ppNS
ditualgkan dalam bentuk laporal kejadian yang
ditandatangani oleh pelapor darl ppNS yang bersargkutan;

c) Da.larn ha.l tertangkap tangan, setiap a-nggota Satpol pp dan
PPNS dapat melal<sanakan :

(1) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
(2) Tindalal yarlg dipertukal sesuai kewenangan yang

ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar
hukum Satpol PP darl PPNS yang bersangkutan.

d) Setelah dilatukan tindal(arl tersebut, selanjutnya ppNS

melakukan proses penyidika-n dar berkoordinasi dengan
instarsi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran Perda.

3) Pemeriksaan
a) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukal oleh PPNS yang

bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkal
kepada petugas lain yang buka-n penyidik;

b) Setelah diadakaa pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka
dan tersangka mengakui telah melakukal pelalggaran Perda
serta bersedia darl menaati untuk melaksanakal ketentuan
Perda tersebut sesuai dengan jenis usaha/ kegiatan yang
dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejat pelaksaraal
pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang
bersangkutan diha-ruskan membuat Surat Pernyataan.

4) Pemarggilan
a) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan

KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan;
b) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan

kewenangan yang ditetapkan dalam undang undang yang
menjadi dasar hukumnya masing masing (peraturan daerah);

c) Yang berwenang menandatangani surat panggilan pada
prinsipnya adalah PPNS Satpol PP;

d) Dalam hal kepala Satpol PP adalah PPNS, maka
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C. Penegakan Peraturan Bupati
1. Ruang Lingkup:

Ruang lingkup penegakan Perda pada prinsipnya memuat kesamaal
dengan penegakan Perda nonlrustisial. Hanya, pada saat masyarakat,
kelompok dan badan hukum tidal mematuhi Surat Pernyataar yang
telah ditandatalgani serta tidak mengindahkan Surat Peringatan
sesuai waktu yang ditentukan, Satpol PP melakukan penindakan
lalgsung terhadap pelanggaran Perbup dengan memberikan sanksi
administratif.
Tahapannya :

a. Melakukan pengarahan kepada msyarakat, kelompok dan badan
hukum yang melanggar Perbup;

penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh Kepala
Satpol PP selaku penyidik;

e) Dalam ha1 Kepala Satpol PP bukan PPNS, maka surat palggilaa
ditandatangani oleh PPNS Satpol PP dan diketahui oleh Kepala
Satpol PP;

0 Da-lam surat panggilan diwajibkan agar yall.g bersangkutan
memenuhi panggilan tersebut (kesengajaar tidak memenuhi
panggilan diancaln dengar Pasal 216 KUHAP).

5) Proses Persidangan
Dalam melaksanakan penegakan Perda yustisial dibentuk tim
terpadu terdiri dari Satpol PP, perangkat daerah pengampu
Peraturan Daerah, dibantu kepolisial (Korwas PPNS), Kejaksaan
dan pengadilan untuk melakukan :

a) Sidang ditempat terhadap para pelanggar Perda;
b) Melakukan pemberkasal terhadap para pelanggar Perda da!

selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaal;
c) Koordinasi dengal Kejatsaan, Pengadilal dan Kepolisian

(Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakarr
persidangan terhadap para pelanggar Perda di Kantor
Pengadilan atau Kantor Satpol PP Kabupaten Tala Toraja.

c. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukal setelah pela*sanaan penegakan Perda
y.ustisial selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui
pengaJsipan/pendokumentasian berkas serta membuat laporan
hasil kegiatan ya.ng ditandatangani oleh Kepala Satpol PP darr
disampaikal kepada Bupati Tana Toraja. Laporan yang
telah ditandatangani kepala Satpol PP Kabupaten Tana Toraja
disampaikan kepada Dircktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP.

3. Keterkaitar
SOP Penegakan Perda Yustisial terkait dengan SOP Penegakal Perda
Non,'ustisial, SOP Penegakan Perbup, SOP Pembinaan dal1
Peny'uluha!, SOP Patroli, SOP Penertiban dan SOP Operasi
Penertiban Paksa.

4. Kendaraal dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengai ketentuan peraturan perundang-undangan.



b. Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada masyarakat,
kelompok dan badan hukum;

c. Prefentif non)'ustisial;
d. Pemberian sanksi administratif.

2. Urajan Prosedur;
Prosedur dilaksalalal melalui tahap persiapan, pelaksanaal dan
pelaporan.
a. Persiaparr

Tahap persiapan antara lain :

1) Pen]rususnan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana anggaran
biaya;

2) Pen].usunan tahapan penegakan Perbup dan jadwal kegiatan;
3) Pengidentifftasian pelanggar Perbup;
4) Penerbitan Surat Perintah Tugas; dan
5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi dan

aparat keamanan terkait.
b. Pelaksarraan

Tahap pelaksanaar antara lain metakukan pengaraian,
pembinaan dan/atau sosialisasi, serta penindakan nonlrustisial.
1) Pengarahan

Pengaralan diberikan kepada masyaratat, kelompok dan
badal hukum agar menaati dan mematuhi Perbup.

2) Pembinaan daa/atau Sosia.lisasi
Pembinaan dan/atau Sosialisasi dilakukar dengal cara
pendekatan kepada masyarakat, kelompok darl badal hukum
yang melanggar Perbup. Pembinaar dan/atau sosialisasi
dilakukan melalui :

a) Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi
masyarakat, kelompok dal badan hukum yang melanggar
Perbup untuk diberitahu serta diberikan pengarahan dan
pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan
terhadap Perbup; dan/atau

b) Pembinaan kelompok, dilakukan dengal cara
mengundang/mengumpulkan masyarakat, kelompok dan
badal hukum yang melanggar Perbup untuk diberikan
pengara.han dan pembinaan terhadap arti pentingnya
kesadaran darl kepatuhan terhadap Perbup.

3) Penindakan Nonyustisial
Penindaka! nonlrustisial dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja dalam rangka pencegahan /preventif dengan cara :

a) Terhadap masyarakat, kelompok dan badan hukum yalrg
melakukan pelanggaran Perbup diwajibkar untuk
menandatarlgani Surat Pemyataan bersedia dan sanggup
menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan
Perbup dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
penandatanganan Surat Pernyataan. Selarna masa
tersebut,
Satpol PP melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
masyarakat, kelompok dan badan hukum terhadap
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pelaksanaar Surat Pernyataan;
b) Apabila masyarakat, kelompok dan badan hukum tidak

melaksanakan dan atau mengingkari Surat Pernyataan,
maka Satpol PP akan memberikan :

(1) Surat Peringatan Pertama, dengan tanggang waktu 3

(tiga) hari.
(2) Surat Peringatan Kedua, dengan tanggang waktu 2 (dua)

hari.
(3) Surat Peringatan Kedua, dengan tanggang waktu 1

(satu) hari.
c) Apabila masyarakat, kelompok dan badan hukum tetap

tidak melaksanakan dan atau Eengingkari Surat
Pernyataan tersebut, SatPol PP melakukan proses sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penegakan

Perbup selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui
pengarsipan/pendokutoentasian berkas serta membuat laporan
hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP

Kabupaten Tana Toraja dan disampaikan kepada Bupati Tana
Toraja.
Laporan yang telah ditandatangani kepala Satpol PP Kabupaten
Tana Toraja disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan melalui Sistem lnformasi Pelaporaa
(SIP) Satpol PP.

3. Keterkaitan
SOP Penegakan Perbup terkait dengan SOP Penegakan Perda

nonlrustisial dan Yustisial, SOP Pembinaan darr Penyuluhan, SOP

Patroli dan SOP Penertiban.
4. Kendaraan darr Perlengkapan Operasional

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Deteksi Dini dar Cegah Dini
l. Ruang Lingkup:

Deteksi dini : pengumpulan bahan keterangal secara lalgsung
maupun tidak langsung tentang suatu persoalan gangguan ketertibar
umum daJr ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan
tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dalulu.
Cegah dini : kegiatan secara Lalgsung maupun tidak langsung untuk
mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman msyaralat
muncul di permukaaa dan mencegah jangan sampai mempengaruhi
sistem yang sudah ada.

2. Uraian Prosedur:
Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan
pelaporan.
a. Persiapan

Tahap persiapan deteksi dini dan cegah dini antara lain :

1) Penetapan saaaran, waktu dan obyek yang akan dilakukan
deteksi dini dan cegah dini;

2) Penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini darl cegah
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dini;
3) Melakukan survei lapangal;
4) Penyiapan administrasi pelal<salaan (SPT, dar sebagainya);

dal
5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait

serta aparat keaIlranan.
b. Pelatsarraarr

Tahap pelaksanaar deteksi dini dan cega-h dini antaJa laian
melakukan pengawasan, pengamatan, pencarial dai
pengumpulal balran keterangaa; serta melaksanakan tindakarr
pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman masyaralat.

c. Pelaporan
Terhadap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan deteksi dini
darr cegah dini selesai. Proses pelaporal dilakukal melalui
pengarsipan/pendokumentasian berkas serta membuat laporan
hasil kegiatan yang ditandatangali oleh Kepala Satpol PP
Kabupaten Tana Toraja dan disampaikan kepada Bupati Tana
Toraja. Terhadap kejadiar yang memerlukan tindalal segera,
laporan dibuat secara langsung seca-ra bedenjang.
Laporan yang telah ditandatargani Kepala Satpol PP Kabupaten
Tana Toraja disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan
(SIP) Satpol PP.

3. Keterkaitan
SOP Deteksi Dini dan cega_h dini terkait dengan SOP Penegatar perda
NonJrustisial dan Yustisial, SOP Penegakaa Perbup, SOP Pembinaan
dan Penl'uluhan, SOP Patroli, dan SOP Penertibal.

4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pembinaan darr Penl,uluhan
1. Rualg Lingkup:

Pembinaan : proses, cara (perbuatan membina), usaha, tinda_kan, dai
kegiatal secara efisien darl efektif untuk meningkatkan kepatuhan
masyaral<at, kelompok, dan badan hukum terhadap perda dan/atau
Perbup.

Pen).uluhan : kegiatan memberikan informasi kepada masyarakat,
kelompok, dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi
tahu untuk meningkatkarr kesadaran terhadap ketertiban umum dan
ketenteraoan masyarakat serta perlindungan masyarakat,

2, Uratat Prosedur
Prosedur dilaksanal<an melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan
pelaporan.
a. Persiapan

Tahap persiapan pembinaan dan penyuluhan antara lain:
1) Penetapan sasaran (masyarakat, kelompok, badal hukum),

waktu (bularran, triwulan, semester dan tahunan), dan obyek
yang akan diberikan pembinaan dan penyrrluhal;

2) Penetapal tempat (formal dan informal sesuai kondisi
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lapangar), bentuk dan metode pembinaan darl penyuluhan
(formal dan informal);

3) Survey lapangan;
4) Penlapan administrasi pelaksaraar (SPI, materi; dar

sebagainya); darr
5) Koordinasi dengan peralgkat daera-h da!/atau insta-nsi terkait

dan aparat kearnanan.

b. Pelaksanaan
I) Tahap pelalsanaan pembinaan :

a) Mengunjungi atau mengundang/ memanggil masyarakat,
kelompok maupun badan hukum secara formal untuk
memberikan aralarr dan himbauan pentingnya ketaatan
terhadap Perda dan/atau Perbup serta produk hukum
lainnya serta pelalggaran yang dilakukan mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungal masyarakat secara umum.

b) Pada saat pertemuan, disampaikal malsud dan tujuannya
secara sopan, jelas, bahasa yang mudah dimengerti. Pada
saat menyampaikaa panggilal resmi maupun surat
tegura-n, setelah ditanda tangani oleh penerima, surat
panggiian maupun surat teguran satu diserahkan kepada
si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahka:r
pengecekan;

c) Pembinaan yarg dilakukan melalui forum disesuaikan
dengal maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengar:r
dibuatkal notulen atau hasil pembahasan/
pembicaraalnya.

e) Selama proses pembinaal dilaksalakan, pelanggar perda
dan/atau Perbup serta produk hukum lainnya diwajibkan
untuk menandatangani Surat Pemyataan untuk tidak
mengulangi pelalggaran dikemudian hari. Apabila tedadi
pelanggaran maka Satpol PP berhak melakukan penertiban;
dan

f) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan
kewenalgan dengan mengacu pada standar operasional
prosedur penertiban.

2) Tahap pelaksalaal penl'uluhal :

a) Mendatangi tempat-tempat yang telah di.rencanalan
dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud
tujuan menyampaikan materi peny'uluhan Bidang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b) Penyuluhar dilakukan dengan sopan, jelas, bahasa yang
mudah dimengerti dan dengan prinsip saling asah, asih dan
asuh diantara anggota Satpol PP dengan masyarakat,
kelompok, dan badan hukum tanpa mengabaikan
kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan,
ketaatan dan kepatuhan masyaraka terhadap Perda
dan/atau Perbup serta produk hukum lainnya.
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c) Selain secara formal, secara informal seluruh anggotasatpol
PP mempunyai kewajibar moral untukmenyampaikal
informasi dan himbauan terkait dengan Perda dan/atau
Perbup serta produk hukum lainnya kepada masyarakat.

3) Pelaksanaan pembinaan dan pen]'uluhan juga dapat dilakukan
dengal memaniaatkan sarana dan fasilitas umum ya.itu :

a) Media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan
televisi.

b) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, Keluraian
daIr Kecamatan.

c) Pembinaaa yang dilalukan oleh sebuah tim yang khusus
dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada
masyaralat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban,
Kebersihaa dal Keindahal (K3) dan bentuk tim lainnya
yalg membawa misi pemerintah daerah dalam memelihara
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4) Dalam pelaksarlaan pembinaan dan penl.uluhan, anggota
Satpol PP juga harus mendengar keluhaa darr permasalahan
masyarakat, kelompok, dal badan hukum yang melakukan
pelanggaral ketentuan Perda, Perbup dan produk hukum
lainnya dengan cara :

a) Mendengarkan keluhan masyarakat, kelompok, da.rr badan
hukum dengar seksama;

b) Jalgan memotong pembicaraan orang;
c) Menanggapi dengan singkat dan jelas terhadap

permasalahannya;
d) Jargan langsung menyalahkan ide/ pendapat/ keluhan/

perbuatan masyaralat, kelompok, dan badcm hukum; serta
e) Menjadi pembicara yang baik.

5) Setelah mendengar keluhan, yalg harus dilakukan anggota
Satpol PP ;

a) Memperkenalkan darl menjelaskal matsud dan tujuan
kedatangannya.

b) Menjelaskan bahwa perbuatal yang dila.kukan telah
melaiggar Perda dan/atau Perbup dan produk hukum
lainnya. Jika tidak cukup waktu maka kepada si pelalggar
dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk
datang ke Kantor Satpol PP untuk meminta keterangan atas
perbuatan yang dilakukan dan diberikan pembinaan dan
penlruluhan lanjutan

c) Berani menegur masyarakat, kelompok, maupun badal
hukum termasuk aparat pemerintah lainnya yang
tertangkap tangal melakukan tindakan pelanggaran
Ketentuan Perda dan/atau Perbup atau produk hukum
lainnya.

Pelaporan
Tahap pelaporal dilakukan setelah pelaksanaan pembinaan dan
penlrrluhan selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui

c
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pengarsipan/ pendokumentasian berkas serta membuat laporar
hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP

Kabupaten Tana Toraja dan disampaikan kepada Bupati Tana
Toraja. Terhadapkejadian yang memerlukan tindakan segera,
laporan dibuat secara langsung secara berjenjang.
Laporan yang telah ditandatartgani Kepala Satpot PP Kabupaten
Tana Toraja disampaikan kepada Direldur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SlP)

Satpol PP.

3. Keterkaitan
SOP Pembinaan dan Pen]'uluhan terkait dengan SOP Penegakan Perda

Yustisia-l darr Non yustisial, SOP Penegakan Perbup, dan SOP

Penertiban.

4. Kendaraan dalr Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentual peraturan perundang-undangan.

F. SOP Patroli
1. Ruang Lingkup:

Kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban
umum dal ketenteranan masyaralat dengan cara mendatangi,
menjelaja-hi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan
tindakan preventif atas situasi dan/ atau kondisi yang diperktakan
akan menimbulkan gangguan nyata di lokasi atau tempat-tempat yang

dialggap rawa!, antar batas wilayah, maupun tempat keramaian/
hiburan.

2. Uratan Prosedur:
Prosedur Patroli dilaksanalan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,

dal pelaporan.
a. Persiapan

Tahap persiapan antara lain:
1) Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan

Patroli;
2) Penetapan tempat dan bentuk Patroli;
3) Penyiapan administrasipelalsanaan;
4) Pemeriksaan semua perlengkapan sesuai ketentuan dan

petunjuk yang diberikan pimpinan; dan
5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait

serta aparat keamanan.
Dalam tahap persiapan, sudah dilakukan identifrkasi pelalggaran

Perda dan/atau PerbuP.
b. Pelaksalaan

Tahap pelaksanaan Patroli antara lain meliputi :

1) Patroli yang dilaksanakan dalam Kota dan/ atau wilayah
a) Patroli dicantumkan dalam jadwal Patroli dan tercatat;
b) Patroli harus ditakukan dengan seksama dan teliti, dengan

senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan
dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan
kepada pimpinan;

c) Setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat
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diperta"nggungiawabkan secara kedinasar;
d) Patroli dilakukan dengan sistem:

(l) Patroli Blok, yaitu Patroli dilakukar dengan berjalal
kat<i darr sarana transportasi lainnya terhadap tempat
yalg dianggap rawan tehadap ketertiban umum dan
ketenteraman ma dengan ketentuan:
(a) Tugas Patroli dimulai sejak keluar dari kaltor;
(b) Dilakukan minimal 2 (dua) orang;
(c) Usahakan untuk mengenal daerah Patroli;
(d) Perhatian harus ditqjukan kepada hal-hal yang

menyangkut dengan Peraturan Pemerintal Daeral
serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinal;

(e) Dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak
segera, yaitu dalam hal pelanggaran Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K3), tefadinya
kebakaral, maupun bencana alam;

(0 Walaupun setiap Patroli dituntut/diharuskan untuk
berani mengambil pratarsa sendiri dalam
melaksaaakal tugasnya, atan tetapi tindakannya
itu harus didasarkan kepada norma-norma dan
peraturar yarg berlaku.

(2) Patroli kawasan, yaitu Patroli dilakukan dengan
kendaraan bermotor dal sarala transportasi lainnya
karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatar,
bertujuan melakukan kontrol dan pengecekaa terhadap
segala sesuatu yang berhutrungai dengan ketertiban
umum dan ketentramar masyarakat, dengan
ketentuan :

(a) Ketentuan untuk Patroli blok berlatu pula bagi
Patroli kawasar;

(b) Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan
sepeda motor dan/atau kendaraan mobil;

(c) Mentaati peraturan lalu lintas;
(d) Menjalarrkarr kendaraan dengan kecepatan yang

semestinya;
(e) Jangal membunyikan klalson/sirine jika tidak

sangat perlu sekali;
(0 Jangan menggunakan sorotan sorotar lampu yaig

berlebihan pada malam hari;
(g) Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan

terhadap Peraturan Daerah (seperti bangunan liar,
pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat
usaha yang menggganggu lingkungan/ ketertiban
umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha
tempat usaha, dan lainnya yang bersifat
mengganggu ketertiban ulnum) segera ambil
langkah-langkah atau tindakan pertama berupa
penyrrluhan, teguran dan peringatan, kemudian
dicatat dan dilaporkan ke pimpinan;

(h) Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungarr
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dengan penyalit Easyarakat seperti gelandangan/
pengemis jalanan yang meminta-minta uang kepada
pengendara kendaraan bermotor, pekerja seks
komersia-l dijalan pada malam hsri,tempat-tempat/
orang-orang yang menjual minuman keras secara
terbuka dan lainnya.

(3) Patroli Kota dan/atau wilayah yaitu Patroli dila_kukan
dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban
umum dan ketenterarnan masyarakat serta penegakan
Perda daa/atau Perbup pada daerah penugasan yang
didasarkan pada vrilayah hukum sesuai dengan
perundalg-undangan, dengan ketentuan sama dengan
Patroli kawasan.

2) Patroli Pengawasan
Penugasan Patroli bersifat inspeksi darr diselenggarakan
menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau
beberapa tempat yang menunrt perkiraari akan timbulnya
gangguan terhadap ketertibaa umum dan ketenterarnan
masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perbup,
denga! ketentuan:
a) Melaksanakar pemeliharaal dan pengawasan terhadap

ketertiban umum dalr ketenteraaan masyarakat;
b) Melaksanakanpembinaanmasyarakat;
c) Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-

hal yang mengenai tugas dar fungsi Satpol PP; dan
d) Mensosialisasikan kebijakal pemerintah daerah yang

terkait dengan tugas Satpol PP, serta menatnpung saran-
saran dari masyarakat yang berkaital dengan kebijakan
pemerintah.

3) Patroli Khusus
Penugasan Patroli yang diperintahkan secara khusus oleh
Kepala Satpol PP yarg bersifat represif atau penindalan di
lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalarn
upaya penegakan ketertiban umum dan ketenteramar
masyarakat, dengan ketentuar :

a) Menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus
dari pimpinan untuk melakukan penindalan terhadap
masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau
Perbup serta ketertiban umum dan ketenteram.rn
masydakat;

b) Melakukan penindakan non ].ustisial (penertiban) terhadap
pelanggaran Perda dan/atau Perbup serta ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat; dan

c) Melakukan penindakan lrustisial oleh PPNS dan dapat
melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap
pelanggaran Perda dan/atau Perbup serta ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat.



c Pelaporan
Tahap pelaporal dilakukan setelah pelaksanaan Patroli selesai'

Proses pelaporan dilakukan mela-Iui pengarsipal/

pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatart

yang ditandatangali oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Tana Toraja

darl
disampaikar kepada Bupati Tana Toraja. Terhadap kejadiarr yang

memerlukan tindakan segera, laporal dibuat secara lalgsung
secara berjenjalg.
Laporan yalg telah ditandatangani Kepata Satpol PP Kabupaten

Tala Toraja disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (Sip)

Satpol PP.

3. Keterkaitart
SOP Patroli terkait dengan SOP Penegat<an Perda Non Yustisial dan

Yustisial, SOP Penegakan Perbup, SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini,

SOP Pembinaan dan Penyuluhan, dan SOP Penertiban.

4. Kendaraan dal Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan peraturarr perundang-undalgan.

G. SOP Pengamanan
1. Ruang Lingkup:

Segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP

dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil,
materil, aset, lokasi, upacara dan acara penting, dan dokumen agar
amar dan kondusif,

2. UraiaII Prosedur:
Prosedur pengamanan dilaksanakan melalui tahap persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
a. Persiapan

Tahap persiapan altara la-in :

1) Penetapan wal<tu, sasaran dan obyek serta jumlalmya yang
akan dilakukan pengamanan;

2) Penetapan tempat, bentuk dan metode pengamanan;
3) Penyiapan administrasi pelalsanaal;
4) Pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh

perlengkapan sesuai ketentua! dal petunjuk yang diberikan
pimpinan; dan

5) Koordinasi dengal peralgkat daerah dan/atau instalsi terkait
serta aparat keamanan, serta melakukan survei lapalgan.

Sasarar darl obyek pengamanan meliputi :

1) Aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk rumah dinas pejabat pemerintahan daerah dan
gedung/ perkantoran;

2) Lokasi kunjungan/ tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan
tarnu VIP;

3) Upacara dan acara penting; dan
4) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati

Tana Toraja.
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b. Pelal(sanaan
Tahap pelaksalaan pengananan antara lain meliputi :

1) Rumah dinas pejabat pemerintah daeral (perlu pembatasan) :

a) Menyiapkan jadv/al dar petugas;
b) Membuat Berita Acara pelimpahan tugas;
c) Mencatat dal mengenali identitas setiap tarnu yang

berkunjung;
d) Melakukan pengaturan Lalu lintas di sekitar pintu gerbang

pada saat pejabat/tamu keluar masuk tingkungan Rumah
Dinas;

e) Mencatat identitas, logat bicara/dia-lek, suara-suara lain
yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh
penelpon;

0 Mencatat kejadiar penting/menonjol seLama melakukan
tugas jaga;

g) Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas
pelayanan seperti petugas telpon, PDAM, listrik da! lain-
Iain;

h) Melakukal pengawasan dan pengecekan secara intensif
disetiap tempat ya-ng tersembunyi dan kuralg mendapat
perhatian; dar

i) Menjaga dan menertibkal para pedagang penjajah barang
atau sejenisnya serta para pencari sumbangan (peroralgan,
yayasan dll).

2) Sekitar ruang kerja pejabat pemerintahan daerah (perlu
pembatasan) :

a) Melalekan pemeriksaan di tingkungan rualg kerja;
b) Melakukar koordinasi dengan Tata Usaha darr Ajudan;
c) Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat pada hari

yang bersangkutan dan kegiatan yang ala:r dilalsanakan,
dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan datang;

d) Memberikan pelayanan penunjalg lainnya bilamana
diperlukar;

e) Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang
berkunjung;

f) Melakukan pengawasan dan pengecekal secara intensif
setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat
perhatian:

g) Menjaga dan menertibkan para pedagang peajajah baraag
atau sejenisnya dal para pencari sumbangan (perorangan,
yayasan dll);

h) Mengingatkan kepada Tata Usaha untuk melakukan
pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air,
Pemadam Kebakaran, AC, tempat penyimpanan
dokumen/arsip dll; dan

i) Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam keia kantor
atau sampai dengan batas waktu Pejabat meninggalkan
tempat.



3) Aset daerah selain rumah dinas dan sekitar ruang keda pejabat
pemerintahan daera.lir:

a) Menyiapkan jadwal dan petugas;
b) Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola

gedung/ aset;
c) Melakukan pendataan/buki kepemilikan gedung/aset,

gambar situasi/ denah/ proposal sebagai bal.an
pengecekal dilapangal;

d) Melakukar komunikasi secara teratur dan
berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instarsi/
pengelola gedung/ aset;

e) Melaksanakan pengawasan gedung/aset; dan
f) Merencalalal dan menyiapkan sarana dan fasilitas

perlengkapal yang digunakal untuk memonitor
Gedung/Asset.

4) Lokasi kunjungan / tempat pejabat pemerintah daerah dar
tarnu VIP :

a) Melakukan penjagaan di lingkungan lokasi;
b) Melakukan pemeriksaal pendahuluar terhadap obyek dan

benda-benda yang terdapat di sekitar lokasi;
c) Melakukal pengarnatan dan penganalisaai terhadap

situasi dan kondisi termasuk mengawasi dal mengenali
setiap orang yang berada dilokasi;

d) Melakukan pengawasan dan pengecekal secara intensif
setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat
perhatian di lingkungal lokasi;

e) Mengawasi dan mencermati kejadiar-kejadian yang
penting/ menonjol di sekitar lokasi;

f) Melakukal koordinasi dengan/antar seluruh unsur
pengarnanan lain selama berlangsung kegiatan;

g) Melatukal koordinasi dengal pihak protokoler berkenaal
dengal jenis dan sifat kegiatan serta susunarl acara yang
akal dilaksanatan; dal

h) Mela1<ukarr koordinasi dengan panitia penyelenggara atau
pihak yang bertanggungiawab melaksanakan kegiatan
tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftai tamu
undalgan yalg akal diundang menghadiri acara
dimaksud.

5) Pengamanan Upacara dan Acara Penting :

a) Merencanakan dan menyiapka:r petugas yang aLan
menjaga di lingkungan tempat upacara dan acara penting;

b) Melakukal pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan
benda benda di sekitar lokasi sebelum acara dimulai;

c) Mengawasi dan mencermati kejadian kejadian yang
penting/ menonjol di sekitar lokasi;

d) Melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas serta
penataan terhadap para pedagang di sekitar lokasi;

e) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara
intensifsetiap tempat yang tersembunyi dan kurang
mendapat perhatial di lingkungan lokasi;
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fl Mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tarnu

undangan darl oralg-orang yang berada di lokasi;
g) Melakukan koordinasi dengan/altar seluruh unsur

pengamanan lain selama berlangsung kegiatan; dan
h) Melakukan koordinasi dengal palitia penyelenggara atau

pihah yang bertanggunglawab melaksanakal kegiatal
tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu
undangal yang al<an diundang menghadiri acara
dimaksud.

6) Fungsi lain berdasa.rkal tugas yang diberikan oleh Bupati
Tana Toraja, adalah penugasan/ perintah dari Bupati Tana

Toraja sesuai dengar ketentuan peraturan perundalg-
undangan.

c. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah Pelaksanaan pengalnanan
selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/
pendokumentasial berkas serta membuat laporan hasil kegiatart
yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Tala Toraja
dan disampaikan kepada Bupati Tana Toraja. Terhadap kejadian
yang memerlukal tindakar segera, laporan dibuat secara langsung
secara berjenjang.

Laporar yarlg telah ditandatangani Kepala Satpol PP Kabupaten
Tana Toraja disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP)

Satpol PP.

3. Keterkaitan
SOP Pengamanan terkait dengan SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini,
SOP Patroli, dan SOP Pengawa.lan.

4. Kendaraan dan Perlengkapam Operasional
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. SOP Pengawalan
1. Ruang Lingkup:

Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very
Important Person/ VIP) yang dilakukan meLalui pengawalan dengan
berjalar kaki dal pengawalan dengal kendaraan bermotor.
Sesuai dengan ketentuan peraturar perundalg-undangan,
pengawala-n dengan kendaraan bermotor merupa-kal tugas dan
kewenangan kepolisial. Dengan demikian, pengawalan dengaa
kendaraan bermotor oleh Satpol PP sifatnya mendukung pengawalal
oleh kepolisian dal posisinya berada di belakang pejabat/ orang-orang
penting [VIP).

2. Uraian Prosedur
Prosedur pengawalan dilaksanakal melalui tahap persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
a. Persiapan

Tahap persiapan antara lain:
1) Penetapan waktu, sasaran dan obyek serta jumlah yang akan

dilakukan pengawalan;



2) Penetapan tempat, bentuk darl metode pengawalan;

3) Penyiapal administrasi pelaksanaan;
4) Pemeriksaal kendaraan operasional serta seluruh

perlengkapan sesuai ketentuan darl petunjuk yang diberikan
pimpinan;

5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait
serta aparat keamanan, dan

6) Survey lapangajr.

b. Pelaksanaan
1) Tahap pelaksanaan pengawalan berjalan kaki meliputi :

a) Komandan da! anggota pengawalan dalam keadaar siap
berdiri di belakang dan/atau sekitar pejabat/VlP;

b) Melakukal pemeriksaal pendahulual terhadap objek dan
benda-benda disepaljalg lokasi yang dilalui;

c) Mengawasi dan mencermati kejadial-kejadiar yang
penting/ menonjol selama pengawalan be{alan kaki
disepa-njang lokasi yang dilalui; dan

d) Melakukan koordinasi dengan/antar seluruh unsur
pengamanal lain selama berlalgsung pengawalal berjalal
kaki-

2) Tahap pelalsanaan pengawalan dengan kendaraal bermotor
meliputi :

a) Kendaraal bermotor dalam keadaan siap bergerak pada
posisi bedajar di barisal belakarg;

b) Pejabat/VlP sudah berada didalam kendaraan dan siap
menerima laporan kesiapan dari pengawal;

c) Komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikal
laporan siap melakukal pengawalal;

d) Kendaraan bermotor be{ajar dengan kendaraan bermotor
lainnya berangkat menuju tujuan;

e) Selama pe{alanan lampu dinyalakan dan sirine hidup (bila
diperlukan);

0 Tiba di tujuan:
(l) Sebelum berhend berikan tardal isyarat pelan; daI
(2) Berhenti dan parkir ditempat yang aman.

g) Selesai acara akan kembali ke kantor :

(1) Kendaraan bermotor telah siap; dan
(2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalar,

selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perja_lanan
menuju tqjuan.

h) Tiba di kantor:
Setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi
laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai
dilatsanakan.

c. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksarraan pengawalan
selesai, ProBes pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/
pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan
yang ditandatangani oleh Kepala Satpol pp Kabupaten Tana Torda
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darl disalnpaikan kepada Bupati Tana Toraja. Terhadap kejadiarr
yang memerlukan tindat<an segera, laporan dibuat secara langsung
secara berjenjang.
Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP Kabupaten
Tana Toraja disampaikal kepada Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP)

Satpol PP.

3. Keterkaitan
SOP Pengawalan terkait dengan SOP Deteksi dar Cegah Dini, SOP
Patroli, darl SOP Pengamanan.

4. Kendaraal dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan.

I. SOP Penertibarr
1. Ruang Lingkup:

Penertiban adalah suatu tindakan untuk menertibkal dalam rangka
peningkatan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan/atau Perbup
maupun peraturan lain.
Tindakan penertiban dilakukal setelah masyaJakat, kelompok,
maupun badan hukum selaku pelanggar tidak mematuhi Surat
Pernyataan yang telah ditandatangani serta tidak mengindahkan
Surat
Peringatan pertama, Surat Peringatan kedua dart Surat Peringatan
ketiga sesuai standar operasional prosedur penegakan Perda dan/atau
Perbup.
Tindakan penertiban bersifat non yustisial dan biasarya dilakukan
dengal cara menghentika! sementara kegiatan yang melanggar Perda
dan/atau Perbup dan peraturan lainnya. Sedangkan putusan final
atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangaa lnstansi atau
Pejabat ya::g berwenalg.
Penertiban meliputi:
a. tertib tata ruang;
b- tertib jalan;
c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
d. tertib jalur huau, taman dan tempat umum;
e. tertib sungai, salural, kolam, dan pinggir pantai;
f. tertib lingkungaa;
g. tertib tempat usa_ha dan usaha tertentu;
h. tertib barrgunan;
i. tertib sosial;
j. terlib kesehatan:
k. tertib tempat hiburan dan keramaial;
l. tertib peran serta masyarakat; dan
m. tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-

masing,

2. Uraian Prosedur:
Prosedur penertiban dilaksanakan melalui tahap persiapan,
pelalsanaal, dan pela poran.
a. Persiapan
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Tahap persiapan, artara lain :

1) Penetapan waktu, sasaran dan obyek penertiban serta jumlah
personil yang akan melakukan penertiban;

2) Penetapan tempat, bentuk dan metode penertiban;
3) Penyiapan rencana operasi penertiban;
4) Penyiapanadministrasi pelaksanaan;
5) Pemeriksaan kendaraal operasional serta seluruh

perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yalg diberikart
pimpinan;

6) Penyiapan perleng[apan Pertolongan Pertama (P3K) dan

kendaraan pertolongan darurat/ambulans);
7) Penyampaian arahan briefing kepada anggota tentang maksud

dan tujuan penertiban, kemungkinal ancarnan yang dihadapi

oleh petugas datam penertiban, sikap bertindak tegas namun

tidak arogan, tidak melakukan Pemukulan/kekerasan (bodg

contact), menjunjung tinggi IIAM, dan mematuhi perintah

pimpinan;
8) Koordinasi dengan Perangkat daerah dan/atau instansi terkait

termasuk RT/ RW dan masyarakat setempat' serta aparat

keamalran;
9) Survei lapangan dalam rangka pemantauan situasi darr

kondisi; dan
1O) Pemberitahuan kepada masyarakat, kelompok dal badal

hukum Yang akarr ditertibkan '

b. Pelaksanaan
1) Tertib Tata Ruang

a) Metakukan identilikasi RTRW (Rencana Tata Ruang

Wilayah) dan pemantauan lapangan terhadap Pelaksanaan

tertib tata ruang atas potensi tedadinya pelanggaran Perda

dan/ atau PerbuP;

b) Melakukal komunikasi dan koordinasi secara teratur dart

berkesinambulgan dengan Dinas/lnstansi terkait terhadap

Pelaksanaan tertib tata ruang; dan

"1 
e.ht""rr".r, penertiban tata ruang oleh petugas terhadap

pelanggaraan Perda dan/atau Perbup'

2\ Tertib Jalan
a) Melakukan identiirkasi dan pemantauan laPangan terhadap

pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya

pelalggaran Perda dan / atau Perbup;

U1 fraeUf.u-tu-n komunikasi dan koordinasi secara teratur darl

berkesinambungan dengan Dinas/lnstansi terkait'

terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan

c) Pelaksanaan penertiban jalan oleh petugas terhadap

petanggaran Perda dan/atau Perbup'

Tertib Angkuatan Jalan dan Angkutan Sungai

al Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap

pelaksanan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas

potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;

dan

3)
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b) Melalukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan
berkesinambungan dengal Dinas/Instansi terkait,
terhadap pelaksanan tertib angkuta! jalal dan angkutan
sungai.

c) Pelatsanaarl penertiban alrgkutalr jalan dan angkutan
sungai oleh petugas terhadap pelangga.ran Perda dan/ atau
Perbup.

4) Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
a) Melakukal identifikasi darl pemantauan lapangan terhadap

pelaksanaan tertib jalur hijau, tamai dan tempat umum
atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dar/atau
Perbup;

b) Melakukar komunikasi dan koordinasi secara teratur dan
berkesinambungan dengan Dinas/lnstarsi terkait,
terhadap pelaksa-naan tertib jalur hijau, tarnan darl tempat
umum; dal

c) Pelalsanaarr penertibal jalur hijau, taman dan tempat
umum oleh petugas terhadap pelaiggaral Perda dan/atau
Perbup.

5) Tertib Sungai, Salurar, Kolam, dan Pinggir Sungai
a) Melakukan identilikasi dan pemantauan lapangan terhadap

pelalsanaan tertib sungai, saluralr, kolam, pinggir sungai
atas potensi teqadinya pelanggaran Perda dal/atau
Perbup;

b) Melakukar komunikasi dan koordinasi secara teratur dan
berkesinambungan dengaa Dinas/Instansi terkait,
terhadap pelatsanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir
paltai; dan

c) Pelaksanaan penertiban sungai, saluran, kolam, pinggir
sungai oleh petugas terhadap pelarggaran Perda dan/ atau
Perbup.

6) Tertib Lingkungan
a) Melakukan identifikasi dal pemantauan lapangal terhadap

pelatsanaal tertib lingkungan atas potensi terjadinya
pelanggaral Perda dan/atau Perbup;

b) Melakukaa komunikasi dan koordinasi secaJa teratur dan
berkesinanbungan dengan Dinas/hstansi terkait,
terhadap pelalGanaal tertib lingkungan; dan

c) Pelaksaraan penertiban lingkungan oleh petugas terhadap
pelanggaran Perda dan/atau perbup.

7) Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu
a) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap

pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas
potensi teijadinya pelanggaran Perda dan/atau perbup;

b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan
berkesinambungan dengan Dinas/lnstansi terkait,
terhadap
pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
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c) Pelaksanaan penertiban tempat usaha dan usa-ha tertentu
oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau
Perbup.

8) Tertib Bangunan
a) Melatukarr identifikasi darr pemantauan lapanga! terhadap

pelaksalaal tertib bangunan atas potensi tefadinya
pelanggaral Perda dan/atau Perbup;

b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan
berkesinambungan dengan Dinas/lnstansi terkait terhadap
pelalsanaan tertib balgunal; dan

c) Pelatsanaan penertiban bangunan oleh petugas terhadap
pelalggaran Perda dan/atau Perbup.

9) Tertib Sosial
a) Melakukar identifikasi dall pemantauan lapangan terhadap

pelal<sarraarl tertib sosial atas potensi terjadinya
pelanggaran Perda dan / atau Perbup;

b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan
berkesinambungan dengal Dinas/ lnstarsi terkait
terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan

c) Pelal<salaan penertiban sosial oleh petugas terhadap
pelanggaran Perda dal/atau Perbup.

10) Tertib Kesehatan
a) Melakukan identifikasi dal pemantauan lapangan terhadap

pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi teladinya
pelanggaran Perda dan/atau Perbup;

b) Melakukal komunikasi dan koordinasi secara teratur dan
berkesinambungan dengan Dinas/lnstansi terkait terhadap
pelaksanaan tertib kesehatal; dan

c) Pelaksanaan penertiban kesehatan oleh petugas terhadap
pelalggaral Perda dan/atau Perbup.

11) Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
a) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap

pelal<sanaan tertib tempat hiburan dal keramajan atas
potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;

b) Melakukal komunikasi dal koordinasi secara teratur dan
berkesinambungan dengan Dinas/ lnstansi terkait
terhadap pelaksalaan tertib tempat hibural dan
keramaial; dal

c) Pelaksalaal penertiban tempat hiburan dan keramaial
oleh petugas terhadap pelaiggaral Perda dan/atau
Pertrup.

12) Tertib Peran Serta Masyarakat
a) Melakukan identihkasi dan pemantauan lapangan

terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas
potensi tedadinya pelanggaran Perda dan/atau Perbup;

b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan
berkesinambungan dengan Dinas/lnstansi terkait,
terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakau dan

c) Pelaksanaan penertiban peran serta masyarakat oleh
petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.
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13) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkal dalam Perda masing-
masing.

14) Prosedur dalam melakukal identfikasi dan pemantauan
lapanga! terhadap pelaksanaan seluruh penertibal dilakukarr
untuk mengetahui kepatuhan masyarakat, kelompok, mapun
badan hukum terhadap Surat Pernyataarl yalg telah
ditandatangali maupun Surat Peringatan pertama, Surat
Peringatan kedua dan Surat Peringatan ketiga denga-n jangka
wal<tu yang ditetapkan berdasarkan standar operasional
prosedur p€nega}an Perda dal/ atau Perbup dan dilakukan
mela.lui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan
pen,'r,rluhan serta Patroli berdasarkan standar operasional
prosedur masing-masing.

15) Prosedur dalam melakukan komunikasi dan koordinasi secara
teratur dan berkesinambungan dengal dinas dan/atau
instansi terkait terhadap pelaksanaan seluruh penertibal
dilakukan sebelum melaksaaakal penertiban antara lain
dengan apparat kearnanan (TNl/Polri), perangkat daerah dan
instansi terkait, PPNS, serta kecamatan maupun kelurahan.

16) Prosedur da.lam pelaksanaan seluruh penertiban terhadap
pelanggaran Perda dan/atau Perbup atau peraturan lain
dilakukan melalui langkahlangkah :

a) Membacakar/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
b) Melat<ukan penutupan/penyegelan.
c) Apabila ada upaya dari masyarakat, kelompok maupun

badan hukum yalg meLakukan penolakan/ perlawalan
terhadap petugas, dilalukal upaya-upaya :

(1) melakukan negosiasi dan memberikan pemahamal
kepada masyarakat, kelompok maupun badan hukum
tersebut.

(2) dapat menggunakarr mediator (pihak ketiga) yang
dialggap dapat menjembatani upaya penertiban.

(3) apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalart
buntu, maka petugas melakukal tindal<an/ upaya
paksa penertiban (sebagai langkal terakhir).

d) Apabila menghadapi masyarakat, kelompok maupun badan
hukum yang memberikan perlawanan fisik dal tindakan
anarkis ma-ka langkahJangkah yang dilakukan adalah :

(1) Menaharr diri untuk melakukan konsolidasi sambi.l
memperhatikan perintah lebih tanjut

(2) Mengamankan pihak yang memprovokasi
(3) Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban

ke dua belah pihak.
(4) Petugas tetap bersikap tegas untuk melaI<ukan

penertiban.
(5) Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam

keselamatan jiwa petugas serta berpotensi
menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan
konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah
pimpinan lebih lanjut.
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(6) Komandan Pasukan operasi Penertiban, sesuai dengai
situasi dalr kondisi di lapangan berhak untuk
melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban'

(7) Melakukan advokasi dar bantuan hukum'

1S1 ftlengaaaUn evaluasi terhadap kegiatan yang t€lah

dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut'

c. Pelaporan
faft*p pelaporan dilakukal setelah pelaksanaan penertiban

selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/

p".raofao-.nt""i,,, berkas serta membuat laporan hasil kegiatan

|".g Jnrt a"**"rri oleh Kepala Satpol PP Kabupaten'Tana Toraja

ir."ai""-p"Xm kepada Bupati Tana Toraja' Terhadap.kejadiart

V"rg ,""r".tf"fa.a tindakal segera' taporan dibuat secara laigsung

secara berjenjarg.
;;;; y;; tJah ditandatangani Kepala Satpol ?P f(abupaten

i."" f-"j" disampaikan kepada Direktur .Jtnderal 
Bina

Administrasi Kewilayahan melalui Sistem lnformasi Pelaporan (SlP)

SatPol PP-

3. Keterkaitan
SoPPenertibanterkaitdengansoPPenegakanPerdaNonYustisial
dan Yustisial, SOP Penegakan Perbup' SOP Deteksi Dini larr 

Cesah

Dini,sOPPatroli,sOPPengaInanandansoPoperasiPenertiban
Paksa.

4. Kendaraan dan Perlengkapan operasional

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal'

J. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa'

1. Rua$g LingkuP:
a. Unjuk Rasa- il;; yarrg dilakukan seseorang atau lebih untuk

;";;;;k.t 
-piti'"" d""g"t' lisan' tulisan' dan sebasainya

""."i" a"-.r,"t "tif dimuka-umum yang berkaitan dengan Perda'

""rG, 
Loi:"t"" Pemerintah, aan Luilatan tainnya yang terkait

dengan Pemerintah'
urrlit t."" dapat berupa demonstrasi' pawai' rapat umum'

;,-;;r" -i*i" bebas' Unjuk rasa umurlnya tela-h

ilt.ir"rr,rt.t terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian'

;;;j;i"r" dari Pihak Kepolisian memberitahukan kepada

Kepala Satpot PP Kabupaten Tana Toraja'

b. Kerusuhan massa :

Suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan' yang dilakukan oleh

seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang

membahayakan keselamatan jiwa' harta dan benda, seperti

tindakan kekerasan, pengeru;an fasilitas umum' aset daerah

J", --"tt ibadah sesuai 
-dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. Keadaan yang dikalgorikan kerusuhan massa adalah:

il-";"""; perusut' alnitai telah melakukan tindakan yang sangat
-' 

-."gga"gg" ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

sert;e[kukan kekerasan yang membahayakan keselamatan

jiwa, harta dan benda antara lain :
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a) Merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;

b) Melakukan pembakaran benda-benda yarg mengatibatkan

terganggunya arus lalu lintas; dan
c) Melakukal kekerasan terhadap orarg/ masyarakat lain'

2) Massa perusuh menunjukkan sikap dal tindakal yang melawal
perintah petugas/aparat pengamanan antara lain :

a) Melewati garis batas yang teLah diberikan petugas; dan

b) Metakukan tindakal kekerasan/ anarkis kepada petugas

pengarnaran.
2. Uraiat Prosedur:

Prosedur penanganan unjuk rasa darl kerusuhal massa dilaksanakal
melalui tahap persiapal, pelaksanaan, darr pelaporan

a. Persiapar
Tahap persiapal altara lain dilakukan melalui lalgkahJangkah :

1) Penetapan waktu, sasaran darl obyek yang akan dilakukan
penanganan unjuk rasa daI kerusuhan massa serta jumlah
personil yang akal melakukan penalganal;

2) Penetapan tempat, bentuk dan metode penanganan unjuk rasa

dan kerusuhan massa;
3) Penyiapan administrasi pelaksanaan;
4) Pemeriksaan kendataan operasional serta seluruh perlengkapal

sesuai ketentuan dan petunjuk yarrg diberikan pimpinan;
5) Penyampaian arahan/briefing kepada anggota tentang maksud

dan tujuan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
termasuk kemungkinan ancamarr yang dihadapi oleh petugas;

6) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/ atau
instansi terkait dan aparat keamanafi; dan

7) Melakukan identifrkasi dan pemartauan lapangan.
b. Pelaksanaan

1) Tahap pelaksanaan penanganan unjuk rasa dilakukan melalui
largkai- langkah :

a) Menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jr-rmlaL massa
yang melakukan unjuk rasa;

b) Melakukan apel persiapar pelaksanaar;
c) Mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
d) Mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
e) Satpol PP bersarna perangkat daerah dan/ atau instansi

terkait membantu aparat keamanan memisahkan pengunjuk
rasa dengan massa penonton;

f) Satpol PP sifatnya membantu aparat kearnanan dalam
penanganan unjuk rasa darl melakukan tindakan sesuai hasil
koordinasi dengan pihak keamartan;

g) Selama proses penanganan unjuk rasa berlangsung, anggota
Satpol PP berada pada barisan kedua atau belakang dari
aparat keamanan (TNI/ Polri) ;

h) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi
terkait serta aparat keamanan melakukan negosiasi dengan
cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
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i) Satpol PP bersarna perangkat daeral dan/atau instansi
terkait serta apalat kea{Iraran menindaklanjuti hasil
negosiasi aksi unjuk rasa;

j) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi
terkait serta aparat keamanan melakukal upaya penyelesaial
al<si unjuk rasa; dal

k) Tidak melakukan tindal<an di luar kendali pimpinarr
lapangal.

2) Tahap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa dilakukan
melalui langkahJalgkal. :

a) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat
daerah dan/atau instarsi terkait serta aparat keamalar
terhadap pelaksarraan penangala.rl kerusuhan massa;

b) Menyiapkan bantuan personil anggota Satpol PP sesuai
dengan rasio jumlah massa yang melakukal kerusuhan
massa;

c) Mengamalkan aset daerah;
d) Satpol PP sifatnya membafitu aparat keamanan dalam

penangafran kerusuhan massa darr melakukan tindakan
berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak keamanan;

e) Selama proses penanganan kerusuhan massa berlangsung,
anggota Satpol PP berada pada barisal kedua atau belakalg
dari aparat keamalan (TNI/ Polri); dal

f) Tidak melakukan tindakan di luar kendali pimpinan
lapalgan.

c. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksalaal penarrganar uajuk
rasa dan kerusuhal massa selesai. Proses pelaporal dilakukal
melalui pengarsipan/pendokumentasian berkas serta membuat
laporan hasil kegiatan yang ditaldatangani oleh Kepala Satpol pp
Kabupaten Tana Torqja dan disampaikarl kepada Bupati Tana
Toraja. Terhadap kejadian yang memerlukan tindakal segera,
laporan dibuat secara langsung secara berjenjang.
Laporan yaflg telah ditandatangani Kepala Satpol pp Kabupaten
Tana Toraja disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayalan melalui Sistem Informasi
Pelaporar (SIP) Satpol PP.

3. Keterkaital
SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa terkait dengan
SOP Deteksi Dini darl Cegah Dini, SOp patroli, SOp pengamanan, dan
SOP Pengawalan.

4. Kendaraal dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan peratural perundalg-undangan.

K. SOP Operasi Penertiban Paksa
1. Ruang Lingkup:

a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat, kelompok dan badan
hukum yang melanggar perda, perbup dan Surat pedanjian kerja
sama pengelolaan asset;
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b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat,

kelompok dan badan Hukum; dan
c. Preventif Operasi Penertiban Paksa.

2. Uraian Prosedur:
Prosedur dila-ksalakan melalui tahap persiapal, pelaksalaal, dan
pelaporan.
a. Persiapan

TaIap persiapan antara lain :

1. Penlrusunal Kerangka Acuan Kerja dal rencana anggartrn
biaya;

2. Pen].usunan tahapan penegakan Perda, Perbup, Surat
Perjaljian Keda Sarna Pengelolaan Asset dan jadwal kegiatal;

3. Pengidentifikasian pelanggar Perda, Perbup, Surat Pedanjian;
4. Penerbitan Surat Perintai Tugas, dar
5. Koordinasi dengal perangkat daerah dan/atau instalsi terkait

serta aparat keamanan.
b. Pelaksanaan

Tahap pela}sanaan anta.ra lain melal<ukalr pengarahan,
pembinaan dan/ atau sosialisasi serta penindakan non ]'ustisial.
1. Pengarahal

Pengarahan diberikan kepada masyarakat, kelompok, dan
badal hukum agar mentaati dal mematuhi Perda, Perbup,
Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Asset.

2. Pembinaal dal/atau Sosialisasi.
Pembinaan dan/atau sosialisasi dilakukan dengan cara
pendekatan kepada masyaralat, kelompok, dan badan
hukum yang meLanggar Perda, Perbup, Surat Perjanjiar Kerja
Sama Pengelolaan Asset, Pembinaaa dafr/atau sosialisasi
dilakukan melalui :

1) Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi
masyarakat, kelompok, dan badal hukum yang melanggar
Perda untuk diberitahu serta diberikan pengarahal dal
pembinaan arti pentingnya kesadaran dal kepatuhan
terhadap Perda, Perbup, Surat Perjanjiar Kerja Sama
Pengelolaal Asset; dan/ atau

2) Pembinaan kelompok, dilakukan dengal ca.ra
mengundang/ mengumpulkan masyarakat, kelompok, dan
badan hukum yarlg melanggar Perda, Perbup, Surat
Pe{arjian Keda Sama Pengelolaaan Asset untuk diberikan
pengarahai dan pembinaan terhadap arti pentingnya
kesadaran dan kepatuhar terhadap Perda.

3. Penindakan Operasi Penertiban Paksa
Penindakan Operasi Penertiban Paksa dilakukan oleh Satpol
PP Kabupaten Tana Toraja dalam rangka pencegahan/
preventif dengan cara :

1. Menindak lanjuti hasil Penegakan Peraturan
Daerah Nonlrustisial dan Penegakan Peraturan
Daera} Yustisial terhadap masyarakat, kelompok, dan
badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan
Perbup serta Surat Perjanjian Kerja sama Pengelolaan
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Asset Pemerintah sebagai dasar pelaksanaa!:r Operasi
Penertiban Paksa.

2. Sebelum menerapkan sanksi berupa Operasi
Penertiban Paksa, Bupati Tana Toraja melakukan
koordinasi dengan Kepolisian, TNI, Kejaksaan,
Pengadilan, Bagian Hukum darl Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dan lnstansi terkait lainnya
untuk memutuskan :

a. Waktu yang tepat untuk melakukai Operasi
Penertiban Palsa;

b. Menentukan jumlah personil ya-ng akan dikerahkan;
c. Sarana dal Prasarana pendukung yang diperlukan;
d. lnstansi yang terlibat; dan
e. Pola Operasi Penertiban Paksa yang akan

diterapkan.

c. Pelaporan
Tahap pelaporal dilakukan setelah pelaksalaan penegakan Perda
nony'ustisial selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui
pengarsipan/ pendokumentasial berkas serta membuat laporan
hasil kegiatan yang ditandatangani oleh kepala Satpol PP Kabupaten
Tana Toraja dai disampaikan kepada Bupati Tana Toraja.
Laporan yang telah ditandatangani kepala Satpol PP Kabupaten Tana
Toraja disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistemlnformasi Pelaporan (SlP) Satpol PP.

d. Keterkaitan
SOP Penegakan Perda Non Yustisial terkait dengan SOP Penegakan
Perda Yustisial, SOP Penegakan Perbup, SOP Pembinaan darl
Penyuluhaa, SOP Patroli, SOP Penertiban dan SOP Operasi Penertiban
Pal<sa.

e. Kendaraan dan Perlengkapa;r Operasional.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t AfB ANA TORAJ

RAK TOMBEG
/
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ?. TAHUN eO%
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE
ETIK POLISI PAMONG PRA"IA

FORMAT PEMBENTUKAN MKE POL PP

I. FORMAT PEMBENTUKANMAJELIS KODE STIK POLISI PAMONG PRAJA

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORA"IA

NOMOR...

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRA.IA

BUPATI TANA TORA^IA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik Polisi
Pamong Praja yang dilakukan oleh Sdr ............NIP .............
pangkat ............ jabatar ............, perlu dibentuk Majelis Kode
Etik Polisi Pamong Praja;

b. bahwa dalam rangka pembentukan Majelis Kode Etik Polisi
Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis
Kode Etik Polisi Pamong Praja;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PemerintahanpasalDaerah (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telal
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unda-ng
Nomor I Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lemtraral
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambaha!
l,€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tel].taJj,g Aparatur
Sipil Nega-ra (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahut2O24 tentang Kabupaten
Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (L€mbaran Negara
Republik Indonesia "fa}J.]uJ] 2024 Nomor 333, Tambahan
l,€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (t€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan L€mbdan Negara
Republik Indonesia Nomor 6205);



5. Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 16 Tahun 2023

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong

Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8O0);

6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor "' Tahun 2026 ter}tang

Petunjuk Teknis Standa.r Operasional Prosedur Satuan Polisi

Pamong Praja darr Kode Etik Potisi Pamong Praja (Berita

Daerah Tahun 2024 Nomor 21);
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MEMUTUSKAN :

Membentuk Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja dengan
susunan keanggotaar sebagai berikut:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Nama I

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama :

NIP :

Pangkat .

Jabatan :

Unit Keda :

dst............

1.

2.

Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja sebagaimala dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai tugas da-n wewenang
sebagai berikut:

a. Tugas :

dst
b. Wewenang:

dst

Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU bersifat ad hoc dan bertugas mulai
talggal ditetapkan sampai dengar terbitnya Keputusan
Bupati tentang penetapan sanksi kepada Polisi Pamong
Praja yang melakukan pelanggaran kode etik.

1

2
3

1

c

3
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KEEMPAT Keputusan Bupati irli mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal ...

BUPATI TANA TORA.IA,

Tembusan Yth

dst.

tI. FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRA*IA

1

2

3

Menimbang

Mengingat :

BUPATI TANA TORA.'A,

: a. bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik Polisi
Pamong Praja yang dilakukan oleh Sdr ............NIP .............
pangkat ............ jabatan ............, perlu dibentuk Majelis Kode
Etik Polisi Pamong Praja;

b. bahwa dalam rangka pembentukan Majelis Kode Etik Polisi
Pamong Praja sebagaimala dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis
Kode Etik Polisi Pamong Praja;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (L€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahar lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undalg Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipit Negara (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan I,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 1-47 Tah]']lr 2024 tentang Kabupaten
Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur^ 2024 Nomor 333, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5'l

4. Peraturan Peme.intah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 62O5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2O23

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong

Praja dafr Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 8OO);

6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor ... Tahun 2026 ter,tatg
Petunjuk Teknis Standar operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kode Etik PoLisi Pamong Praja (Berita
Daerah Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja dengan
susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Nama :

NIP :

Pangkat i

Jabatan :

Unit Keda :

2. Nama i

NIP :

Pangkat :

Jabatan i

Unit Kerja :

3. dst............
Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja sebagaimara dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang
sebagai berikut:

c

dst.
d. Wewenang:

dst.

Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU bersifat ad hoc dan bertugas mulai
tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya Keputusan
Bupati tentang penetapan sanksi kepada Polisi Pamong
Praja yang melakukan pelanggaran kode etik.

Tugas
1

2
3

1

2
3



KEEMPAT

Tembusan Yth. :

dst.

at

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal ...

a.n. BUPATI TANA TORAJA
Kepa.la Satuan Polisi Pamong
Praja.

NIP.

1

2
3

{ ^tTORAJ

MBEG



LAMPIRAN NI

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN
POI,ISI PAMONG PRAJA DAN KODE
ETIK POLISI PAMONG PRAJA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMEzuKSAAN PENDAHULUAN
PBIUGAS TINDAK INTERNAL (PTI)

NOMOR ......................
Pada hari ini..........tang9al..........bulan...,......tahun.............., saya yarg
bernama......... NIP.......... pangkat.........jabatan, berdasarkan
kewenangan sesuai keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan
Petugas Tindak Internal (PfI)......... Nomor........ Tahun........., serta Surat
Tugas Nomor........... tanggal.......... ta}un.........., telah melakukal
pemeriksaan terhadap:
Nama :

NIP ..

Pangkat :

Jabatan :

Bidang/unit kerja:
Sebagai.......(Terduga/ Salsi Pelapor/Saksi lain) dalam dugaar pelanggaran
Kode Etik atas nama berdasarkan laporan dan/atau
pengaduan masyarakat atau Pol PP.

Yang trersangkutan dimintakan keterangan berdasarkan pertanyaan-
pertanyaan dan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Pertanyaan Jawaban
2. Pertanyaan Jawaban
3. Dan seterusnya, ......

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dapat digunal(an sebagaimana mestinya.

Pemeriksa
Nama
NIP
Jabatan
Tanda

B A TORAJA

ZADRAK TOMBEG

t

Yang diperiksa
Nama :

NIP :

Jabatan ;

Tanda tangan :
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T,AMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR.+TAHUN ,,@
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN
POLISI PAMONG PRA.IA DAN KODE
ETIK POLISI PAMONG PRAJA

FORMAT SURAT PEMANGGILAN MKE POL PP

KOP SURAT

RAHASIA
SURAT PANGGII,AN

NOMOR
1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :

NtP :

Pangkat :

Jabatar :

Unit Keda :

untuk hadir pada persidangan Majelis Kode Etik Polisi Pamong
Praj a.. . ... .. . ..., pada:
Had ;

Tanggal :

Jam :

Tempat ;

dalam rangka permintaan keterangan terhadap dugaan pelanggaran kode
etik Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor ........ Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

2. Demikian untuk dilaksanakan
Makale, ....,........ -. -.. -.. -..2O

Ketua / Sekretaris,
Majelis Kode Etik Pol PP

Satuan Polisi Parnong Praja
Kabupaten Tana Toraja,

NIP

Tembusan Yth. :

TAN

1

2

3

I

dst.

TOMBEG
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I,AMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR :1. TAHUN .2006
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN
POLISI PAMONG PRA.IA DAN KODE
ETIK POLISI PAMONG PRAJA

FORMAT TATA CARA PERSIDANGAN MKE POL PP

TATA CARA PERSIDANGAN
MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

1. Anggata Majelis Kodc Etik mengambil tempat yang telah ditentukan di
ruangan sidang.

2. Ketua Majelis Kode Etik membuka sidang dengan mengucapkan "sa1am,'
dilanjutkan dengal kalimat: "Pada hari ini ....... tanggal...... bulal.......
tahun..,,..., sidang Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja memeriksa
dugaal pelanggaran kode etik Polisi Pamong Praja atas nama .......,
Pangkat ......., NIP ......., Jabatan ......., Bidang/Unit Kerja....... dengan
resmi dibuka dan terbuka untuk umum" diikuti dengan ketukan palu 3
(tiga) kali.

3. Ketua Majelis Kode Etik memerintahkan Sekretaris untuk memanggil polisi
Pamong Praja yang diduga melakukan pelanggaran kode etik agar
memasuki rualgan sidang (dalam pelaksanaannya Sekretaris dapat
meminta bantuan kepada petugas yang ditunjuk).

4. Ketua Majelis Kode Etik menanyakan identitas polisi pamong praja yang
diduga melakukan pelanggaran kode etik tentang nama lengkap, umur,
pangkat, NIP, jabatan dan bidang/unit kerja sesuai data yang ada pada
berkas perkara.

5. Ketua Majelis Kode Etik memerintahkan Sekretaris membacakan tuntutan
terhadap Terduga.

6. Ketua Majelis Kode Etik mengatur mekanisme pemeriksaal dalam sidang.
7. Apabila pertanyaan anggata Majelis Kode Etik tidak dijawab oleh polisi

Pamong Praja yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka Ketua
Majelis Kode Etik tetap meneruskan sidang serta memperingatkan polisi
Pamong Praja yang diduga melakukan pelanggar.an kode etik bahwa hal itu
dapat merugikan dirinya sendiri.

8. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Majelis Kode Etik
menyatakan " Sidang ditunda dal akan dilaljutkal pada hari . . . , tanggat
......., bulan ......., tahun ......., jam ....... bertempat di ,', diikuti dengan
ketukan palu 1 (satu) kali.

9. Ketua Majelis Kode Etik melanjutkan persidangan dengan menyatakan:
"Sidang dilanjutkan kembali", diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali.

lO.Apabila pemeriksaar yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik telah
dianggap cukup, maka Ketua Majelis Kode Etik memberikan kesempatan
kepada Polisi Pamong Praja yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
untuk menyampaikan pembelaan diri secara lisan/ tertulis.

1 1. Putusan sidang Majelis Kode Etik diambil secara musyawa-rah mufakat da.ri
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bersifat terbatas serta ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik beserta
seluruh anggota.

12.Bentuk Keputusan Majelis Kode Etik sesuai format terlampir.
l3.Keputusan Majelis Kode Etik dibacalan dan disampaikan kepada Polisi

Pamong Praja yarlg diduga melakukan pelanggaran kode etik oleh Ketua
Majelis Kode Etik dalam persidangan.

l4.Apabila Ketua Majelis Kode Etik menganggap proses pemeriksaan dalan
sidang Majelis Kode Etik telal selesai seluruhnya, maka Ketua Majelis Kode

Etik menutup sidang dengan menyatakar: "Sidang Majelis yalrg memeriksa

Terduga, nafira ......., pangkat .......,NIP ......., jabatan........, bidalg/unit
ke{a , dengan resmi ditutup", diikuti dengan ketukan paiu 3 (tiga) kali'

TORAJA,

TOMBEG

I
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FORMAT KEPUTUSAN MKE POL PP

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA
KAE}UPATEN TANA TORAJA
NOMOR:

IENTANG
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

ATAS NAMA........
1. Pada hari ...... tanggal .....bulan.....tahun....Majelis Kode Etik polisi

Pamong Praja telah melakukan persidangan untuk memeriksa Saudara:
Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

2. Dalam persidangan berdasarkan pemeriksaan terhadap salsi-saksi dan
barang bukti, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti (sebutkan salah
satu) melakukan pelanggaran kode etik berupa ...........,, (sebutkan jenis
pelanggaran kode etik secara lengkap) darr diduga/tidak diduga (sebutkan
salah satu) melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil berupa

..... (sebutkan
secara lengkap apabita ada pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil
sesuai peraturan perundang-undangan).

3. Berdasarkan hasil musyawara.h mufatat/suara terbanyak/Keputusal
Ketua (pilih salah satu berdasarkan kesepakatan) Majelis Kode Etik,
kepada yang bersangkutan diputuskan untuk:
a. terhadap pelangga_ran Kode Etik Polisi pamong praja, dikenakan sanksi

berupa (sebutkan secara lengkap jenis sanksinya).
b. terhadap dugaan pelaaggaran disiplin pegawai negeri sipil,

disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian
untuk diprases lanjut.

4. Demikiar Keputusan Majelis Kade Etik palisi parnang praja untuk
digunakan sebagaimana mestinya sesuar peraturan perundang-
undangan.

Makale,

Ketua,

..20..

I"AMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE
ETIK POLISI PAMONG PRAJA
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Tembusan Yth. :

NIP.
Sekretaris,

dst

t tB

MBEG

NIP.
Anggota,

NIP.

1.

2.
3.
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE
ETIK POLISI PAMONG PRAJA

I

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SANKSI

FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR...

TENTANG

PENETAPAN SANKSI ATAS PEI,ANGGARAN KODE ETIK POLISI PAMONG
PRAJA ATAS NAMA..,......

BUPATI TANA TORA.IA,

Menimbalg : a. bahwa berdasarkan kePutusan Bupati Nomor........Tahui
..........tentang Pembentuka! Majelis Kode Etik Polisi Pamong

Mengingat

Praja;
b. bahwa Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja telah melakukan

persidangal atas dugaan pelanggamn kode etik yang
dilakukan oleh Saudara .............NIP..,.,..... Jabatan
.............Unit Ke rj a . ...... ................... .;

c. bahvr'a Majelis Kode Etik Potisi Pamong Praja telah menetapkan
Keputusan Nomor.......Tahun....tentang......;

d. bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
keputusan Bupati Tana Toraja tentang PenetaPan Sanksi Atas
Pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja Atas Nama...........;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik tndonesia
Nomor 5587) sebagaimala telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undalg-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Perryesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan l€mbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ter,tang Aparatur
Sipil Negara (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tah]un 2024 tentang Kabupaten
Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (l€mbaran Negara



Menetapkarr

KESATU

KEDUA

KETIGA

KELIMA

Tembusan Yth. :
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Republik Indonesia Tahur: 2024 Nomor 333, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Potisi Pamong Praja (Lembarar Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembarar Negara
Republik lndonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 80O);

6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor .., Ta-hun 2026 tentang
Petunjuk Teknis Standar C)perasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita
Daerah Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menyatakan Saudata:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Keda :

Terbukti melanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja berupa
sebagaimala ditentukan dalam Peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor ... Tahun 2026 tentatg Petunjuk Teknis
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Nanla tersebut pada Dildum KESATU diberikan sanksi
berupa..............

Pelaksaiaan sanksi sebagaimana dimalsud pada Diktum
KEDUA dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
setelah Keputusan ini diterima yang bersangkutan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksalakan sebagaimana mestinya.
Keputusan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal ...

BUPATI TANA TORAJA,

1

2
3 dst

KEEMPAT i
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II- FORMAT PENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORA.IA

NOMOR...

TENTANG

PENETAPAN SANKSI ATAS PEI,ANGGARAN KODE ETIK POLISI PAMONG
PRAJA ATAS NAMA.........

BUPATI TANA TORA"'A,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusar Bupati Nomor........Tahun
..........tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

b. baiwa Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja telah melakukan
persidangan atas dugaan pelalggaral kode etik yarrg
dilakukan oleh Saudara .............NIP.......... Jabatal

c. bahwa Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja telah menetapkan
Keputusan Nomor.......Tahun....tentang......;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkal
keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Sanksi Atas
Pelanggaral Kode Etik Polisi Pamong Praja Atas Nama...........;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembarar Negara RepubLik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
teral<hir denga-n Undang-Undang Nomor I Tahun 2O26
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O26 Nomor 1, TalIrba]:an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tarnbahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 147 "fahrut 2024 tentang Kabupaten
Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatar (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tah:ur, 2024 Nomor 333, Tambahan
Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Nega-ra Repubtk lndonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahal Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 62O5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan polisi pamong
Praja dan Kode Etik Polisi Pamong praja (Berita Negara
Republik Indonesia lahun 2023 Nomor 80O);



6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor ." Tahun 2026 tel]talrg

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi

Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita

Daerah Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

bz

Menyatakan Saudara:

Narna :

NIP ,

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja berupa
sebagaimaia ditentukan dalam Peratural Bupati Tana
Tor4ja Nomor .,, Tahun 2026 ter.tang Petunjuk Teknis
Standa.r Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Nama tersebut pada Diktum KESATU diberikaa saiksi
berupa..............

Pelaksanaal salksi sebagaimala dimalsud pada Diktum
KEDUA dilalsanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
setelah Keputusan ini diterima yang bersangkutan.
Keputusarr ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkal dan dilalsala-kan sebagaimara mestinya.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada talggal ...

a.n. BUPATI TANA TORAJA
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja,

NIP

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yth- :

1. ..
2...
3.d t.s

1

I

TORAJ
^t

RAK TOMBEG
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FORMAT BERITA ACARA PEI,AKSANAAN SANKSI

KOP SURAT

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE RTIK POLISI PAMONG

PRAJA ATAS NAMA.....................

Pada hari ini ............. tanggal...... bulan
Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

tahun ........sava:

telah melal<sanakan sanksi bempa ...sesuai keputusan Bupati
Tana Toraja ........ Nomor............. ...........................1an9ga1

tentang Penetapan sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Polisi pamong
Praja Atas Narna
Pelaksanaan sanksi oleh........te1ah dilakukan dengan sebaik-baiknya pada
tanggal.....bulan ....tahun....bertempat di.............dengan disaksikal para pihak :

Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja

I,AMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE
ETIK POLISI PAMONG PRAJA



M

Demikian Berita Acara Pelaksalaan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Polisi

Parnong Praja ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya dan menjadi

bahan pembinaan darl evaluasi bagi yarg bersangkutaa.

Yang melaksanakan
Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Saksi
Nama :

NIP :

Tarrda tangan :

t TORAJ

TOMBEG

^,r


